PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PELAPORAN KEUANGAN DAN KI NERJA | NSTANSI PEMERI NTAH

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

bahwa untuk nel aksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang- Undang
Nonor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar a,

perl u nenetapkan Peraturan Penerintah tentang Pel aporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Penerintah;

Mengi ngat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor
5, Tanmbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonmor 4355);

3. Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 104,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang- Undang Nonmor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Undang- Undang Nonmor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan
Daerah (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonor
38, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor 4493),
yang telah ditetapkan nmenjadi Undang-Undang dengan Undang-
Undang Nonor 8 Tahun 2005 (Lenbaran Negara Republik | ndonesia
Tahun 2005 Nonor 108, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4548);

4. Undang- Undang Nonmor 33 Tahun 2004 tentang Perinbangan
Keuangan antara Penerintah Pusat dan Penerintah Daerah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonmor 120,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4438);

VEMUTUSKAN:
Menet apkan :

PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KI NERJA
| NSTANSI PEMERI NTAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dal am Peraturan Penerintah ini yang di naksud dengan:
1. Laporan Keuangan adal ah bent uk pertanggungj awaban pengel ol aan
keuangan negar a/ daerah sel anma suatu peri ode.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang

hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan



10.

11.

12.

14.
15.

16.

17.

anggar an dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang nenjelaskan secara
ringkas dan |engkap tentang capaian Kinerja yang disusun
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pel aksanaan APBN APBD.

Laporan Real i sasi Anggaran adal ah |aporan yang nengganbar kan
real i sasi pendapatan, belanja, dan penbiayaan selanma suatu
peri ode.

Neraca adalah I|aporan yang nenyajikan informasi posisi
keuangan Penerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada
suatu tanggal tertentu

Laporan Arus Kas adal ah | aporan yang nengganbarkan arus kas
masuk dan kel uar selama suatu periode, serta posisi kas pada
t anggal pel aporan.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak
t er pi sahkan dari |aporan keuangan yang nenyaji kan infornasi
tentang penjelasan pos-pos |aporan keuangan dalam rangka
pengungkapan yang nenadai .

St andar Akunt ansi Pemerintahan, yang sel anj utnya di sebut SAP,
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dal am
menyusun dan nenyaji kan | aporan keuangan Peneri nt ah.

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang
di pengaruhi ol eh manaj enen yang diciptakan untuk nenberikan
keyaki nan yang nenadai dal am pencapai an efektivitas,
efisiensi, Kketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dan keandalan penyajian |aporan keuangan
Perer i nt ah.

Si stem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik
dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elenen lain
untuk nmewuj udkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sanpai dengan pelaporan keuangan di |ingkungan organi sasi
peneri nt ah.

Entitas Pel aporan adal ah unit penerintahan yang terdiri dari

satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewaj i ban
menyanpai kan | aporan pertanggungj awaban berupa | aporan
keuangan.

Entitas Akuntansi adal ah unit penerintahan Pengguna Anggaran
yang berkewaji ban nenyel enggarakan akuntansi dan nenyusun
| aporan keuangan untuk Menteri/Pinpinan Lenbaga adal ah
pej abat yang bertanggung jawab atas pengel ol aan keuangan
Kenent eri an Negar a/ Lenbaga yang ber sangkut an.

Kenent eri an Negar a/ Lenbaga adal ah Kenenteri an Negara/ Lenbaga
peneri ntah non Kenenterian Negaral/ Lenbaga negar a.

Pej abat Pengel ol a Keuangan Daer ah adal ah kepal a
badan/ di nas/ biro keuangan/ bagi an keuangan yang nenpunya

tugas nel aksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebaga

Bendahar a Urum Daer ah.

Sat uan Kerja Perangkat Daerah adal ah organi sasi /| enbaga pada
peneri ntah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/
bupati/wal i kota dalam rangka penyel enggaraan penerintahan
yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan | enbaga
teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi panong praja
sesuai dengan kebut uhan daer ah.

Bendahara Umum Negara adal ah pejabat yang di beri tugas untuk



18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.

nmel aksanakan fungsi Bendahara Unmum Negar a.

Bendahara Umum Daer ah adal ah pejabat yang di beri tugas untuk
nmel aksanakan fungsi Bendahara Unum Daer ah

Pengguna Anggaran adal ah  pej abat penegang kewenangan
penggunaan anggaran Kenenterian Negaral/lLenbaga/ Satuan Kerja
Per angkat Daer ah.

Per usahaan Negar a/ Daer ah adal ah badan usaha yang sel uruh atau
sebagi an nodal nya dimliki ol eh pemerintah pusat/daerah
Anggar an Pendapat an dan Bel anja Negara, selanjutnya disebut
APBN, adal ah rencana keuangan tahunan penerintahan negara
yang di setujui ol eh Dewan Perwakil an Rakyat.

Anggar an Pendapat an dan Bel anja Daerah, sel anjutnya disebut
APBD, adal ah rencana keuangan tahunan penerintahan daerah
yang di setujui ol eh Dewan Perwakil an Rakyat Daer ah.

Badan Layanan Unum yang selanjutnya disebut BLU, adal ah
instansi di lingkungan Penerintah yang dibentuk untuk
menberi kan pel ayanan kepada nasyarakat berupa penyedi aan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa nengutamakan nencari
keuntungan dan dal am nel akukan kegi at annya di dasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengel ol aan
keuangannya di sel enggar akan sesuai dengan per at ur an
penerintah terkait.

Anggar an Penbi ayaan dan Perhitungan adal ah dana APBN yang
di al okasi kan kepada Menteri Keuangan/ Bendahara Urum Negara
sebagai Pengguna Anggaran selain yang dialokasikan untuk
Kenent eri an Negaral/ Lenbaga, yang dal am pel aksanaannya dapat
di serahkan kepada Kenenterian Negaral/Lenbagal/pihak lain
sebagai kuasa Pengguna Anggar an

dan menper t anggungj awabkan pel aksanaannya kepada
ment eri/ pi npi nan | enbaga terkait.

Dana Tugas Penbantuan adalah anggaran yang disedi akan
sehubungan dengan penugasan tertentu dari penerintah pusat
kepada daerah dan/atau desa disertai kewajiban nel aporkan dan
nmenper t anggungj awabkan pel aksanaannya kepada nenteri/ pi npi nan
| enbaga terkait.

BAB | |
PELAPORAN KEUANGAN DAN KI NERJA

Pasal 2

Dal am rangka pertanggungj awaban pel aksanaan APBN APBD, setiap
Entitas Pel aporan waji b nmenyusun dan nenyaj i kan:

a.
b.

(1)

Lapor an Keuangan; dan
Laporan Ki nerj a.

Pasal 3

Entitas Pel aporan sebagai nana di maksud dal am Pasal 2 terdiri
dari :

Penerintah pusat;

Perneri nt ah daer ah;

Kenent eri an Negar a/ Lenbaga; dan

Bendahara Unum Negar a.

aooo



(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

Entitas Pelaporan Kenenterian Negaral/lenbaga sebagai mana
di maksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Peraturan
Ment eri Keuangan sel aku Bendahara Umum Negar a.

Pasal 4

Setiap kuasa Pengguna Anggaran di I i ngkungan  suatu
Kenent eri an Negar a/ Lenbaga nerupakan Entitas Akuntansi.
Bendahara Umum Daerah dan setiap Pengguna Anggaran di
I i ngkungan penerintah daerah nerupakan Entitas Akuntansi.

BAB | I
KOVPONEN LAPCRAN KEUANGAN

Pasal 5

Laporan Keuangan penerintah pusat/daerah setidak-tidaknya
terdiri dari:

Laporan Real i sasi Anggar an;

Ner aca,;

Laporan Arus Kas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan. Dana Dekonsentr asi
adal ah anggaran yang disedi akan sehubungan dengan
pel i npahan wewenang pel aksanaan kegiatan penerintah
pusat di daerah  kepada gubernur sebagai waki
peneri ntah pusat disertai kewajiban nel apor kangabungkan
pada Entitas Pel aporan.

Laporan Keuangan Kenenterian Negaral/lLenbaga/ Satuan Kerja
Per angkat Daerah setidak-tidaknya terdiri dari

a. Laporan Real i sasi Anggar an;

Neraca; dan

Cat at an atas Laporan Keuangan.

aporan Keuangan Bendahara Umum Negara/ Daerah seti dak-
i daknya terdiri dari:

Laporan Real i sasi Anggar an;

Ner aca,;

Laporan Arus Kas; dan

Catat an atas Laporan Keuangan.

Penanbahan unsur-unsur Laporan Keuangan sebagai nana di maksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan dan/atau ol eh konmite yang nenyusun
SAP.

Ilustrasi format Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
Laporan Arus Kas, serta susunan Catatan atas Laporan Keuangan
di saji kan pada Lanpiran |, penggunaannya di sesuai kan dengan
kebut uhan serta ketentuan SAP

aooo

QooTHITrroo

Pasal 6

Laporan Keuangan sebagai mana di maksud dal am Pasal 5 di susun
dan di saji kan sesuai dengan SAP

Penyusunan Laporan Keuangan Penerintah sebagai mana di maksud
dalam Pasal 5 dihasilkan dari suatu Sistem Akuntans
Perer i nt ahan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 7

Laporan Real i sasi Anggaran sebagai nana di maksud dal am Pasal 5
nmenyaj i kan real i sasi pendapat an, bel anja, dan penbi ayaan yang
di per bandi ngkan dengan anggarannya dan dengan reali sasi
peri ode sebel umya.

Neraca sebagai mana di naksud dal am Pasal 5 nenyajikan aset,
utang, dan ekuitas dana yang di perbandi ngkan dengan peri ode
sebel umya

Laporan Arus Kas sebagai mana di maksud dalam Pasal 5
menyaj i kan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari
aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari
aktivitas

BAB |V
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 8

Ment eri/ Pi mpi nan Lenbaga sel aku Pengguna Anggaran mnenyusun
Laporan Keuangan sebagai mana di maksud dal am Pasal 5 ayat (2)
sebagai pertanggungj awaban pel aksanaan APBN pada Kenenterian
Negar a/ Lenbaga yang bersangkutan dan nenyanpai kannya kepada
Presi den nel al ui Menteri Keuangan.

Menteri  Keuangan selaku Bendahara Urum Negara nenyusun
Laporan Keuangan sebagai mana di maksud dal am Pasal 5 ayat (3)
sebagai pertanggungj anaban pengel ol aan per bendaharaan negara
dan nenyanpai kannya kepada Presi den

Laporan Keuangan sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan ayat
(2) disanpai kan selanbat-|anbatnya 2 (dua) bulan setelah
t ahun anggar an ber akhir.

Untuk pel aksanaan peneriksaan keuangan, Laporan Keuangan
sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan (2) disanpaikan pula
kepada Badan Peneri ksa Keuangan

Pasal 9

Ment eri Keuangan nenyusun Laporan Keuangan penerintah pusat
sebagai mana di naksud dal am Pasal 5 ayat (1) untuk nenenuhi
pert anggungj awaban pel aksanaan APBN

Laporan Keuangan penerintah pusat sebagai mana di maksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan Laporan Keuangan Kenenteri an
Negar a/ Lenbaga serta |aporan pertanggungj anaban pengel ol aan
per bendahar aan negara sebagai nana di naksud dal am Pasal 8.
Laporan Keuangan sebagai mana di naksud pada ayat (1)
di sanpai kan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden, untuk
sel anjutnya disanpai kan kepada Badan Peneriksa Keuangan
sel anbat -l anbatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
ber akhir.

Pasal 10

Kepal a Sat uan Kerja Perangkat Daerah sel aku Pengguna Anggar an



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

menyusun Laporan Keuangan sebagai mana di maksud dal am Pasal 5
ayat (2) sebagai pertanggungj awaban pel aksanaan APBD pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan
menyanpai kannya kepada gubernur/bupati/ walikota nelal ui
Pej abat Pengel ol a Keuangan Daer ah.

Pej abat Pengel ol a Keuangan Daerah selaku Bendahara Urum
Daer ah nmenyusun Laporan Keuangan sebagai mana di maksud dal am
Pasal 5 ayat (3) sebagai pertanggungjawaban pengel ol aan
per bendahar aan daer ah dan menyanpai kannya kepada
guber nur/ bupati/wal i kot a.

Laporan Keuangan sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan ayat
(2) disanpai kan selanbat-lanbatnya 2 (dua) bulan setelah
t ahun anggar an ber akhir.

Pasal 11

Pej abat Pengel ol a Keuangan Daerah nenyusun Laporan Keuangan
peneri nt ah daerah sebagai mana di maksud dal am Pasal 5 ayat (1)
untuk di sanpai kan kepada gubernur/bupati/walikota untuk
menenuhi pertanggungj awaban pel aksanaan APBD

Laporan Keuangan penerintah daerah sebagai mana di naksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja
Per angkat Daerah serta | aporan pertanggungj awaban pengel ol aan
per bendahar aan daer ah sebagai nana di naksud dal am Pasal 10.
Laporan Keuangan sebagai mana di naksud pada ayat (1)
di sanpai kan ol eh  gubernur/bupati/walikota kepada Badan
Peneri ksa Keuangan sel anbat-| anbatnya 3 (tiga) bulan setel ah
t ahun anggar an ber akhir.

Pasal 12

Ment eri/ Pi npi nan Lenbaga nenberi kan tanggapan dan nel akukan
penyesuai an terhadap Laporan Keuangan sebagai mana di maksud
dal am Pasal 8 ayat (1) berdasarkan hasil peneri ksaan Badan
Peneri ksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kenenterian Negara/
Lenbaga yang ber sangkut an.

Laporan Keuangan yang telah disesuaikan bersama tenbusan
t anggapan sebagai mana di maksud pada ayat (1) disanpaikan
kepada Menteri Keuangan oleh nenteri/pinpinan |enbaga
sel anbat -l anbatnya 1 (satu) mnggu setelah |aporan hasil
peneri ksaan diterbitkan Badan Peneriksa Keuangan untuk
di gunakan  sebagai bahan penyesuaian Laporan Keuangan
peneri ntah pusat.

Menteri  Keuangan atas nanma penerintah pusat nenberikan
t anggapan dan nel akukan penyesuai an terhadap Laporan Keuangan
sebagai mana di maksud dal am Pasal 9 ayat (3) berdasarkan hasi
peneri ksaan Badan Peneri ksa Keuangan atas Laporan Keuangan
Kenent eri an Negaral/ Lenbaga dan Laporan Keuangan penerintah
pusat serta koreksi |ain berdasarkan SAP

Pasal 13

Qubernur/bupati/wali kota nenberi kan tanggapan dan nel akukan
penyesuai an terhadap Laporan Keuangan sebagai mana di maksud dal am



Pasal 11 ayat (3) berdasarkan hasil peneriksaan Badan Peneriksa
Keuangan atas Laporan Keuangan penerintah daerah serta koreksi
| ai n ber dasar kan SAP.

Pasal 14

(1) Berdasarkan Laporan Keuangan sebagai nana di maksud dal am Pasa
12 ayat (3), Menteri Keuangan nenyusun rancangan undang-
undang tentang pertanggungj awaban pel aksanaan APBN.

(2) Rancangan undang-undang sebagai nana di maksud pada ayat (1)
di sanpai kan ol eh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat
sel anbat -1 anbatnya 6 (enanm) bulan setelah tahun anggaran
ber akhir.

Pasal 15

(1) Berdasarkan Laporan Keuangan sebagai nana di maksud dal am Pasa
13, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah nenyusun rancangan
per at uran daerah tentang pertanggungj awaban pel aksanaan APBD.

(2) Rancangan peraturan daerah sebagai nana di mnaksud pada ayat (1)
di sanpai kan ol eh  gubernur/bupati/walikota kepada Dewan
Perwaki | an Rakyat Daerah sel anbat-|anbatnya 6 (enan) bulan
set el ah tahun anggaran ber akhir.

(3) Rancangan peraturan daerah sebagai mana di mnaksud pada ayat (1)
yang telah disetujui bersama dengan Dewan Perwakil an Rakyat
Daerah, untuk tingkat penerintah provinsi disanpai kan kepada
Ment er i Dal am Negeri, dan untuk tingkat peneri nt ah
kabupat en/ kot a di sanpai kan kepada guber nur.

Pasal 16

Hubungan ant ar | enbaga dal am pr oses penyusunan | apor an
pert anggungj awaban pel aksanaan APBN APBD di ganbar kan dal am di agr am
yang tercantum pada Lanpiran |1

BAB V
LAPORAN KI NERJA

Pasal 17

(1) Laporan Kinerja sebagai mana di maksud dal am Pasal 2, beris
ri ngkasan tentang keluaran dari nmasing-nmasing kegi atan dan
hasi| yang dicapai dari nasing-nmasing program sebagai mana
di t et apkan dal am dokunen pel aksanaan APBN APBD.

(2) Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuai kan dengan bentuk dan
isi rencana kerja dan anggaran sebagai mana ditetapkan dal am
peraturan penerintah terkait, ilustrasi format Laporan
Kinerja disajikan pada Lanpiran Ill.a koreksi [ ain
ber dasar kan SAP

Pasal 18

(1) Menteri/Pinpinan Lenbaga selaku Pengguna Anggaran nenyusun
Laporan Kinerja sebagaimana dinaksud dalam Pasal 17 dan



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

menyanpai kannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara
Perencanaan  Penbangunan  Nasi onal, dan Menteri Negar a
Pendayagunaan Apar at ur Negar a.

Laporan Kinerja sebagaimana dinaksud pada ayat (1)
di sanpai kan sel anbat-| anbatnya 2 (dua) bulan setelah tahun
anggar an ber akhir.

Pasal 19

Kepal a Sat uan Kerja Perangkat Daerah sel aku Pengguna Anggar an
menyusun Laporan Kinerja sebagai mana di maksud dal am Pasal 17
dan nenyanpai kannya kepada gubernur/bupati/ walikota, dan
Ment eri Negara Pendayagunaan Aparatur Negar a.

Laporan Kinerja sebagainmana dinmaksud pada ayat (1)
di sanpai kan sel anbat-| anbatnya 2 (dua) bulan setelah tahun
anggar an ber akhir.

Pasal 20

Laporan Kinerja sebagai mana di maksud dalam Pasal 17
di hasi | kan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi
peneri ntah yang disel enggarakan oleh masing-nmasing Entitas
Pel aporan dan/atau Entitas Akuntansi.

Si stem akuntabilitas kinerja instansi penerintah sebagai mana
di mmksud pada ayat (1) dikenbangkan secara terintegrasi
dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, Sistem
per bendaharaan, dan Sistem Akuntansi Penerintahan. (3)
Ketentuan | ebih [anjut mengenai sistem akuntabilitas Kkinerja
instansi penerintah sebagaimana di naksud pada ayat (2)
di t et apkan dal am Per at uran Presi den.

Peraturan Presiden sebagai mana dinmaksud pada ayat (3)
di usul kan ol eh Menteri Keuangan setel ah berkoordi nasi dengan

Menteri Negara Perencanaan Penbangunan Nasional, Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Dalam
Negeri .

Si stem akuntabilitas kinerja instansi penerintah sebagai mana
di meksud pada ayat (1) setidak-tidaknya mencakup perkenmbangan
kel uaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai
dari  masing-masing program sebagai mana ditetapkan dal am
dokunmen pel aksanaan APBN APBD.

Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan di ganbarkan
pada di agram yang tercantum pada Lanpiran | V.

BAB VI
SUPLEMEN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 21

Laporan Keuangan sebagai mana dinmaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
di l anpi ri dengan | aporan keuangan BLU bent uk ringkas.

(1)

Pasal 22

Laporan Keuangan sebagai mana di maksud dal am Pasal 5 ayat (1)



di | anpiri dengan ikhtisar [|aporan keuangan Perusahaan
Negar a/ Daer ah.

(2) Ikhtisar | apor an keuangan Per usahaan Negar a/ Daer ah
sebagai mana di maksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri
Keuangan/ guber nur/ bupati/wal i kota selaku wakil penerintah

pusat/daerah dalam kepem |likan kekayaan penerintah pusat/
daer ah yang di pi sahkan

(3) Bentuk dan isi dari ikhtisar |aporan keuangan Perusahaan
Negar a/ Daerah sebagai mana di maksud pada ayat (1) adal ah
sebagai mana ditetapkan pada Lanpiran V.

Pasal 23

(1) Untuk nmenmenuhi ketentuan penyusunan ikhtisar | aporan keuangan
Perusahaan Negara sebagai nana di maksud dalam Pasal 22,
menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk newakili
peneri ntah pusat selaku pengel ol a/ penbi na Perusahaan Negara
waj i b menyanpai kan
a. | aporan keuangan Perusahaan Negara yang belum diaudit

kepada Menteri Keuangan sel anbat-|lanbatnya 2 1/2 (dua
set engah) bul an setel ah tahun APBN berakhir; dan

b. | aporan keuangan Perusahaan Negara yang telah diaudit
kepada Menteri Keuangan sel anbat-|lanbatnya 5 1/2 (lim
set engah) bul an setel ah tahun APBN ber akhir.

(2) Untuk nmenmenuhi ketentuan penyusunan ikhtisar | aporan keuangan
Perusahaan Daerah sebagai nana di maksud dalam Pasal 22,
Per usahaan Daerah waji b nmenyanpai kan:

a. | aporan keuangan Perusahaan Daerah yang belum diaudit
kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sel anbat-
| anbatnya 2 1/2 (dua setengah) bul an setel ah tahun APBN
ber akhi r; dan

Pasal 24

Laporan Keuangan sebagai mana dinaksud dalam Pasal 5 dapat
di I anpi rkan i khtisar dan/atau informasi tanmbahan non- keuangan yang
rel evan.

BAB VI |
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 25

(1) Laporan Keuangan t ahunan Kenent eri an Negar a/ Lenbaga/
peneri nt ah daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai mana
di maksud dal am Pasal 5 disertai dengan pernyataan tanggung
jawab yang ditandatangani oleh nenteri/pinpinan |enbagal
guber nur/ bupati/wal i kot a/ kepal a Sat uan Kerj a Per angkat

Daer ah.
(2) Laporan Keuangan tahunan Bagian Anggaran Penbiayaan dan
Per hi t ungan yang di al okasi kan kepada Kenent eri an

Negar a/ Lenbaga, dan penerintah daerah, disanpaikan secara
terpi sah dan disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang
di t andat angani ol eh nment eri/ pi npi nan | enbaga/ guber nur/



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

bupati/wal i kota yang neneri ma al okasi Anggaran Penbi ayaan dan
Per hi t ungan tersebut.

Pasal 26

Per nyat aan tanggung j awab sebagai mana di maksud dal am Pasal 25
menuat per nyat aan bahwa  pengel olaan APBN APBD tel ah
di sel enggar akan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang
menmadai dan akuntansi keuangan tel ah disel enggarakan sesuai
dengan SAP

Bentuk dan isi dari pernyataan tanggung jawab sebagai mana
di maksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lanpiran VI.

BAB VI 1|
LAPORAN KEUANGAN DAN KI NERJA | NTERI M

Pasal 27

Kepala satuan Kkerja sebagai kuasa Pengguna Anggaran di
I i ngkungan Kenenterian Negaral/lenbaga nenyanpai kan Laporan
Keuangan dan Kinerja interim sekurang-kurangnya setiap
triwil an kepada Menteri/Pinpi nan Lenbaga.

Menteri/ Pinmpi nan Lenbaga nenyusun Laporan Keuangan dan
Kinerja interim Kenenterian Negaral/lenbaga berdasarkan
Laporan Keuangan dan Kinerja interim kuasa Pengguna Anggar an
sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan nenyanpai kannya kepada
Menteri  Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Penbangunan
Nasi onal , dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparat ur Negar a.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna
Anggar an/ kuasa Pengguna  Anggar an menyanpai kan Lapor an
Keuangan dan Kinerja interim sekurang-kurangnya setiap
triwul an kepada gubernur/bupati/walikota, dilanpiri dengan
Laporan Keuangan dan Kinerja interim atas pelaksanaan
kegi at an Dana Dekonsentrasi/ Tugas Penbant uan

Ketentuan |ebih |anjut nengenai bentuk, isi, dan tata cara

penyanpai an Laporan Keuangan dan Kinerja interim di
I i ngkungan penerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan, dan di |ingkungan penerintah daerah diatur dalam

Peraturan Menteri Dal am Negeri .

BAB | X
LAPORAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN KEGQ ATAN DANA
DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 28

Sat uan Kerja Perangkat Daerah yang nenjadi pel aksana kegi at an
Dana Dekonsentrasi mnenyel enggarakan akuntansi dan nmenyusun
Laporan Keuangan dan Kinerja sebagai mana berl aku bagi kuasa
Pengguna Anggar an pada tingkat penerintah pusat.

Kepal a Satuan Kerja Perangkat Daerah nenyanpai kan Laporan
Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana
Dekonsentrasi sebagai mana di maksud pada ayat (1) kepada
gubernur dan Menteri/Pinpi nan Lenbaga terkait.



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Quber nur nenyi apkan Laporan Keuangan dan Kinerja gabungan
berdasarkan | aporan yang diterinma dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang nenjadi pel aksana kegi atan Dana Dekonsentrasi,
dan selanjutnya nenyanpai kannya kepada Menteri/Pinpinan
Lenbaga terkait serta kepada Presiden nelalui Mnteri
Keuangan.

Pasal 29

Sat uan Kerja Perangkat Daerah yang nenjadi pel aksana kegi at an
Tugas Penbantuan nenyel enggarakan akuntansi dan nenyusun
Laporan Keuangan dan Kinerja sebagai mana berl aku bagi kuasa
Pengguna Anggar an pada tingkat penerintah pusat.

Laporan Keuangan dan Kinerja atas pel aksanaan kegi atan Tugas
Penbant uan sebagai mana di maksud pada ayat (1) disanpai kan
kepada gubernur/bupati/wal i kota dan Menteri/Pinpi nan Lenbaga
terkait.

Quber nur/bupati/wali kota nenyiapkan Laporan Keuangan dan
Ki nerja gabungan berdasarkan |aporan yang diterima dari
Sat uan Kerja Perangkat Daerah yang nenjadi pel aksana kegi at an
Tugas Penbantuan dan selanjutnya nenyanpai kannya kepada
Menteri/Pinpinan Lenbaga terkait serta kepada Presiden
mel al ui Menteri Keuangan.

Pasal 30

Laporan Keuangan dan Kinerja atas pel aksanaan kegi atan Dana
Dekonsentrasi / Tugas Penbantuan dil aporkan secara terintegrasi
dal am Laporan Keuangan Kenenterian Negara/ Lenbaga Pengguna
Anggar an yang ber sangkut an.

Laporan Keuangan dan Kinerja atas pel aksanaan kegi atan Dana
Dekonsentrasi/ Tugas Penbantuan dilanpirkan pada | aporan
pert anggungj awaban pel aksanaan APBD

Ketentuan lebih lanjut mnmengenai tata cara penyel enggaraan
akunt ansi dan penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja atas
pel aksanaan kegi atan Dana Dekonsentrasi/Tugas Penbantuan
di atur dal am Peraturan Menteri Keuangan.

BAB X
LAPORAN PERTANGGEUNGIAWABAN BENDAHARA

Pasal 31

Bendahara penerimaan/ pengel uaran wajib nenatausahakan dan
nmenyusun | apor an per t anggungj awaban at as uang yang
di kel ol anya dal am rangka pel aksanaan APBN APBD.

Laporan pertanggungj awaban bendahara sebagai nana di maksud
pada ayat (1) nenyajikan informasi tentang saldo awal,
penanbahan, penggunaan, dan sal do akhir uang persedi aan yang
di kel ol anya pada suat u peri ode.

Laporan pertanggungj awaban bendahara sebagai mana di maksud
pada ayat (2) disanpaikan kepada Bendahara Unum Negara/
Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Negaral/ Daerah, Menteri/
Pi npi nan Lenbaga/ guber nur/ bupati /wal i kot a, dan Badan



(4)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Peneri ksa Keuangan.

Ketentuan | ebih lanjut nengenai tata cara penatausahaan dan
penyusunan | apor an pert anggungj awaban bendahara serta
penyanpai annya untuk tingkat penerintah pusat diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan, dan untuk tingkat penerintah
daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota
dengan nengacu pada pedonan yang ditetapkan oleh Menteri
Dal am Negeri .

BAB XlI
LAPORAN MANAJERI AL DI Bl DANG KEUANGAN

Pasal 32
Laporan manajerial di bidang keuangan dapat dihasilkan dari

Si st em Akunt ansi Peneri nt ahan.
Ketentuan | ebih |anjut nengenai jenis, bentuk, isi, dan tata

cara pelaporan manajerial sebagai mana  Menteri/ Pi npi nan
Lenbaga/ guber nur/ bupati/wal i kota atau pejabat lain yang
di t unj uk.

BAB Xl |

PENGENDALI AN | NTERN

Pasal 33
Unt uk neni ngkat kan keandal an Laporan Keuangan dan Kinerja
sebagai mana diatur dalam Peraturan Penerintah ini, setiap
Entitas Pel aporan dan Akuntansi waji b nenyel enggarakan Sistem
Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan

per undang- undangan terkait.

Dal am Si stem Pengendalian Intern sebagai mana di naksud pada
ayat (1) harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data
t ransaksi keuangan yang diakuntansi kan ol eh Pengguna
Anggar an/ kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaks
keuangan vyang diakuntansi kan oleh Bendahara Unum Negara/
Daer ah.

Apar at pengawasan intern penerintah pada Kenenterian
Negar a/ Lenbaga/ peneri ntah daerah nel akukan review atas
Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka neyaki nkan
keandal an informasi yang disajikan sebel um di sanpai kan ol eh
Ment er i / Pi npi nan Lenbaga/ guber nur/ bupati/wal i kot a kepada
pi hak- pi hak sebagai mana di at ur dal am Pasal 8 dan Pasal 11
Menteri  Keuangan selaku Bendahara Urum Negara berwenang
menunj uk aparat pengawasan intern penerintah untuk nel akukan
eval uasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Kkegi atan
Anggar an Penbi ayaan dan Per hi t ungan serta Dana
Dekonsentrasi/ Tugas Penbantuan pada Pengguna Anggaran/ kuasa
Pengguna Anggar an yang ber sangkut an.

BAB Xl ||
SANKS| ADM NI STRATI F

Pasal 34



(1) Setiap keterlanbatan penyanpaian Laporan Keuangan ol eh
Pengguna Anggar an/ kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat
peneri ntah pusat yang disebabkan ol eh kesengaj aan dan/atau
kel al ai an, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
dapat nenberi sanksi berupa penangguhan pel aksanaan anggaran
at au penundaan pencairan dana.

(2) Setiap keterlanbatan penyanpaian Laporan Keuangan ol eh
Pengguna Anggar an/ kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat
peneri ntah daerah yang di sebabkan ol eh kesengaj aan dan/ at au
kel al ai an, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah
sel aku Bendahara Umum Daerah dapat nenberi sanksi berupa
penangguhan pel aksanaan anggaran atau penundaan pencairan
dana. di naksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan.

(3) Ketentuan lebih lanjut nengenai tata cara penberian sanksi
sebagai mana di maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Ment eri Keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut nmengenai tata cara penberian sanksi
sebagai mana di maksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Qubernur/Bupati/Wal i kota dengan nengacu pada pedoman yang
di t et apkan dal am Peraturan Menteri Dal am Negeri .

(5) Sanksi sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
menbebaskan kuasa Pengguna Anggar an dari kewaj i ban
penyanpai an Lapor an Keuangan.

BAB XI'V
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 35

(1) Pel aksanaan ket entuan Pel aporan Keuangan dan Ki nerja | nstansi
Peneri nt ah pusat sebagai mana  di atur dal am Peraturan
Penerintah ini berlaku selanbat-|anbatnya pada APBN tahun
anggar an 2006.

(2) Pel aksanaan ket entuan Pel aporan Keuangan dan Ki nerja | nstansi
Penerintah daerah sebagai mana di atur dal am Peraturan
Penerintah ini berlaku selanbat-|anbatnya pada APBD tahun
anggar an 2007.

Pasal 36

Segal a ketentuan yang nengatur Pelaporan Keuangan dan Kinerja
I nstansi Penerintah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dan/atau belum diatur dengan ketentuan yang baru sebaga

pel aksanaan Peraturan Penerintah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Ket ent uan pel aksanaan sebagai tindak |anjut Peraturan Pemerintah

i ni sebagai mana di naksud dal am Pasal 20 sudah sel esai sel anbat-
| anbatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Penerintah ini



di undangkan.
Pasal 38
Peraturan Penerintah ini nulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang nengetahuinya, nmener i nt ahkan pengundangan
Peraturan Penerintah ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran
Negara Republ ik I ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2006
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.

DR H SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
HAM D AWALUDI N
LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2006 NOMOR 25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PELAPORAN KEUANGAN DAN KI NERJA | NSTANSI PEMERI NTAH

UMM

Sebel um berl akunya paket undang-undang di bidang keuangan
negara, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berl aku
menghar uskan pertanggungj awaban pengel ol aan keuangan negara
dal am bent uk per hi tungan anggar an negar a/ daer ah.

Wijjud laporan ini hanya nenginfornmasikan aliran kas pada
APBN APBD sesuai dengan format anggaran yang di sahkan ol eh

legislatif, tanpa nenyertakan informasi tentang posis
kekayaan dan kewaji ban penerintah. Laporan dem kian, selain
menuat informasi yang terbatas, juga waktu penyanpai annya

kepada legislatif amat terlanbat. Keandalan (reliability)
i nformasi keuangan yang di saji kan dal am per hi tungan anggar an
j uga sangat rendah kar ena sistem akuntansi yang
di sel enggar akan bel um di dasar kan pada standar akuntansi dan
ti dak di dukung ol eh perangkat data dan proses yang nenadai .



Upaya konkrit dal am nmewuj udkan akuntabilitas dan transparansi
di I i ngkungan penerintah nengharuskan setiap pengelola
keuangan negara unt uk nenyanpai kan | aporan pertanggungj awaban
pengel ol aan keuangan dengan cakupan yang | ebi h | uas dan tepat
wakt u. Undang- Undang Nonmor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara nenegaskan bahwa |aporan pertanggungj anaban keuangan
di maksud di nyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang
setidak-tidaknya neliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan
di susun berdasar kan SAP

Undang- Undang Nonor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara lebih Jlanjut nenperjelas bahwa Laporan Keuangan
di maksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang
waj i b dil aksanakan ol eh setiap Pengguna Anggaran dan kuasa
Pengguna Anggar an serta pengel ol a Bendahar a Umum
Negar a/ Daer ah. Sehubungan itu, penerintah pusat maupun setiap
peneri ntah daerah perlu nmenyel enggarakan akuntansi dal am
suatu si stem yang pedomannya ditetapkan ol eh Menteri Keuangan
untuk |ingkungan penerintah pusat dan oleh Menteri Dalam
Negeri untuk |ingkungan penerintah daerah.

Sal ah satu hal yang amat penting dal am praktek akuntansi dan
pel aporan keuangan di |ingkungan penerintah berhubungan
dengan penet apan satuan kerja instansi yang nem | i ki tanggung
jawab publik secara eksplisit di nana |aporan keuangannya

wajib diaudit dengan opini dari |enbaga peneriksa yang
berwenang. Instansi dem kian digol ongkan sebagai Entitas
Pel apor an. Senent ar a I nst ansi [ ain yang waj i b

nmenyel enggar akan akuntansi dan berperan secara terbatas
sebagai entitas akuntansi berperan sebagai penyunbang bagi
Laporan Keuangan yang disusun dan disanpai kan ol eh Entitas
Pel aporan. Dalam Peraturan Penerintah ini ditetapkan bahwa
yang termasuk Entitas Pel aporan adal ah

(1) peneri ntah pusat,

(i1) penerintah daerah

(ii1) setiap Kenenterian Negaral/Lenbaga, dan

(iv) Bendahara Urum Negar a.

Sementara itu, setiap kuasa Pengguna Anggaran, termnmasuk
entitas pel aksana Dana Dekonsentrasi/ Tugas Penbantuan, untuk
tingkat penerintah pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Bendahara Umum Daerah, dan kuasa Pengguna Anggaran tertentu
di tingkat daerah diwajibkan nenyel enggarakan akuntans

sebagai Entitas Akuntansi.

Peraturan Penerintah ini nenjabarkan lebih rinci konmponen
Laporan Keuangan yang wajib disusun dan disanpai kan ol eh
setiap tingkatan Pengguna Anggar an, pengel ol a per bendahar aan
serta penerintah pusat/ daerah. Selain itu, diatur pula
hi erarkhi kegi atan akuntansi nulai dari tingkat satuan kerja
pel aksana sanpai tersusunnya Laporan Keuangan penerintah
pusat/daerah dengan ketentuan jadwal yang diatur dalam
Perat uran Penerintah ini.



Menurut Undang- Undang Nonor 17 Tahun 2003, ditetapkan bahwa
Laporan Keuangan penerintah pada gilirannya harus diaudit
ol en Badan Peneriksa Keuangan (BPK) sebelum disanpai kan
kepada pi hak | egislatif sesuai dengan kewenangannya.

Peneri ksaan BPK dinaksud adalah dalam rangka penberian
pendapat (opini) sebagai nana di amanat kan ol eh Undang- Undang
Nonor 15 Tahun 2004 tentang Peneriksaan Pengel ol aan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan dem kian, Laporan
Keuangan yang di susun ol eh penerintah yang di sanpai kan kepada
BPK untuk di periksa masih berstatus belum diaudit (unaudited
financial statenments).

Sebagai mana | azi mya, Laporan Keuangan tersebut setelah
di peri ksa dapat di sesuai kan berdasarkan tenuan audit dan/atau
koreksi lain yang diharuskan ol en SAP. Laporan Keuangan yang
tel ah di peri ksa dan tel ah diperbai ki itulah yang sel anjutnya
di usul kan ol eh penerintah pusat/daerah dal am suatu rancangan
undang- undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan
peneri ntah pusat/daerah untuk dibahas dengan dan disetujui
ol eh DPR/ DPRD

Selain itu, nenurut Undang-Undang Nonor 17 Tahun 2003, pada
rancangan undang-undang at au peraturan daerah tentang Laporan
Keuangan penerintah pusat/daerah disertakan atau dil anpirkan
i nformasi tanbahan nengenai Kinerja instansi penerintah,
yakni prestasi yang berhasil dicapai ol eh Pengguna Anggaran
sehubungan dengan anggaran yang tel ah di gunakan. Pengungkapan
informasi tentang Kinerja ini adal ah rel evan dengan perubahan
paradi gma  penganggaran penerintah yang ditetapkan dengan
nmengi denti fi kasi kan secara jelas keluaran (outputs) dari
setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program
Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem
akuntabilitas Kinerja instansi penerintah yang terintegrasi
dengan si stem perencanaan strategi s, sistem penganggaran, dan
Si stem Akuntansi Penerintahan. Ketentuan yang dicakup dal am
sistem akuntabilitas kinerja instansi penerintah tersebut
sekal i gus di maksudkan untuk Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Penerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu
Laporan Keuangan dan Ki nerja yang terpadu.

Selain itu, terhadap paket Laporan Keuangan penerintah
pusat/daerah disertakan pula ikhtisar Laporan Keuangan
Per usahaan Negar a/ daerah untuk periode yang sanma. Peraturan
Penerintah ini nengatur |ebih |anjut hal-hal yang ber hubungan
dengan penyajian informasi tanbahan di maksud.

Dal am rangka nenperkuat akuntabilitas pengel ol aan anggaran
dan perbendaharaan, setiap pejabat yang nenyaji kan Laporan
Keuangan di haruskan nenberi pernyataan tanggung jawab atas
Lapor an Keuangan yang ber sangkut an. Ment er i / pi npi nan
| enbaga/ guber nur/ bupati/wal i kot a/ kepal a Sat uan Kerj a
Per angkat Daerah harus secara jelas nenyatakan bahwa Laporan
Keuangan tel ah di susun berdasarkan Si stem Pengendalian Intern



yang nenmadai dan i nformasi yang ternuat pada Laporan Keuangan
tel ah di saji kan sesuai dengan SAP

Per at ur an Peneri nt ah i ni nmer upakan | andasan bagi
penyel enggaraan kegi atan akuntansi mulai dari satuan Kkerja
Pengguna Anggar an, penyusunan Laporan Keuangan oleh Entitas
Pel aporan dan penyajiannya kepada BPK untuk diaudit, hingga
penyanpai an rancangan undang-undang atau rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungj awaban pel aksanaan APBN APBD.
Nanmun, segal a hal yang ber hubungan dengan penbahasan | aporan
pert anggungj awaban pel aksanaan APBN APBD ol eh | egislatif atau
penggunaan | aporan tersebut ol eh pihak-pihak terkait tidak
di cakup pengat urannya dal am Per aturan Penerintah ini.

PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Cukup j el as.
Pasal 2
Cukup j el as.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Entitas Pel apor an Kenent eri an Negar a/ Lenbaga
ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan
perti mbangan kemandirian pel aksanaan anggar an,
pengel ol aan kegi at an, dan besarnya  anggaran
menggant i kan ket ent uan yang t er nuat dal am
| nstruksi Presiden Nonor 7
Pasal 4
Ayat (1)
Yang di maksud dengan kuasa Pengguna Anggaran pada
ayat ini adal ah setiap satuan kerja yang nenpunya
dokunmen pel aksanaan anggaran tersendiri, ternmasuk
satuan kerja yang nenperol eh al okasi anggaran dari
Anggar an Penbi ayaan dan Per hi t ungan.
Ayat (2)
Kuasa Pengguna Anggaran di |ingkungan penerintah
daerah dapat ditetapkan sebagai entitas akuntans
ol eh guber nur/ bupati/wal i kot a bila menpunyai
dokunen pel aksanaan anggaran yang terpisah, junlah
anggar annya relatif besar, dan pengel ol aan
kegi at annya di |l akukan secara mandiri .
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)

Cukup j el as.
Ayat (3)



Pasal

Pasal

Pasal

Cukup j el as.

Ayat (4)
Penanbahan unsur-unsur Laporan Keuangan tingkat
peneri ntah daerah ditetapkan ol eh Menteri Keuangan
set el ah berkoordi nasi dengan Menteri Dal am Negeri .
Ayat (5)
Cukup j el as.
6
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Ti ngkat keandal an Laporan Keuangan berhubungan
erat dengan keandal an sistem akuntansi yang
di sel enggarakan oleh instansi penerintah. Sistem
akuntansi perlu di kenbangkan dengan nengacu pada
SAP serta nenpertinbangkan kondi si pendukung yang
di perl ukan, terutama personil, dukungan teknol ogi
i nf ormasi , pr osedur dan tata kerja, bagan
perkiraan standar, dan |enbaga atau organisasi
pendukung. Karenanya, sistem akuntansi tersebut
di kenbangkan sesuai dengan kebutuhan dan ti ngkat
konpl eksitas kegiatan bidang keuangan naupun
bi dang t ekni s.
Sistem  Akunt ansi Peneri nt ahan pada ti ngkat
peneri ntah pusat diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan, sedangkan pada tingkat penerintah daerah
di atur dengan Peraturan QGubernur/Bupati/Walikota
mengacu pada peraturan daerah tentang pengel ol aan
keuangan daerah dan berpedoman pada peraturan
peneri nt ah nengenai SAP
7
Cukup j el as.
8
Ayat (1)
Lapor an Keuangan Kenent eri an Negar a/ Lenbaga
sebagai mana di maksud pada ayat ini mer upakan
konsol i dasi an dengan | aporan keuangan BLU naupun
satuan kerja yang nenyel enggarakan pengel ol aan
dana tersendiri dan secara struktura
di bawahkannya.
Ayat (2)
Laporan Keuangan Menteri Keuangan/Bendahara Umrum
Negara sebagai nana di naksud pada ayat ini termasuk
pert anggungj awaban Anggar an Penbi ayaan dan
Perhitungan yang disusun berdasarkan Laporan
Keuangan setiap kuasa Pengguna Anggaran Penbi ayaan
dan Per hi t ungan.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

9
Ayat

Ayat
Ayat

10
Ayat

Ayat
Ayat
11
Ayat
Ayat
Ayat

12
Ayat

Laporan Keuangan vyang diserahkan kepada Badan
Peneri ksa Keuangan sebagai mana di maksud pada ayat
i ni nmerupakan Laporan Keuangan dengan status bel um
di peri ksa (unaudited).

(1)
Cukup j el as.
(2)
Cukup j el as.
(3)

Presiden dapat mendel egasi kan kepada Menteri
Keuangan at as nana  penerintah pusat unt uk
menyanpai kan Laporan Keuangan dengan status bel um
di peri ksa (unaudited) sebagaimana dinmaksud pada
ayat ini kepada Badan Peneriksa Keuangan dalam
rangka pel aksanaan peneri ksaan keuangan.

(1)

Penyel enggaraan teknis akuntansi dan penyusunan
Laporan Keuangan sebagai mana dimaksud pada ayat
ini dapat disel enggarakan |angsung oleh satuan
kerja Pengguna Anggaran atau dibantu ol eh satuan
kerjal/pihak lain yang ditetapkan oleh gubernur/
bupati/wal i kota berdasarkan pertinbangan kondi si
sunber daya yang tersedia, nanmun tanggung |jawab
atas |aporan tersebut berada pada satuan kerja
Pengguna Anggaran yang ber sangkut an.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagai mana di maksud pada ayat ini mer upakan
konsol i dasi an dengan |aporan keuangan BLU yang
secara struktural di bawahkannya.

(2)

Cukup j el as.

(3)

Cukup j el as.

(1)
Cukup j el as.

(2)

Cukup j el as.

(3) _ _

Laporan Keuangan sebagai mana dinmaksud pada ayat
i ni nerupakan Laporan Keuangan dengan status bel um
di peri ksa (unaudited).

Penyanpai an Laporan Keuangan tersebut kepada Badan
Peneri ksa Keuangan adal ah dal am rangka pel aksanaan
peneri ksaan keuangan.

(1)



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Lapor an Keuangan yang tel ah di sesuai kan
sebagai mana di naksud nerupakan Laporan Keuangan
dengan status tel ah diperiksa (audited).

Ayat (2)
Lapor an Keuangan yang tel ah di sesuai kan
sebagai mana di naksud nerupakan Laporan Keuangan
dengan status tel ah diperiksa (audited).

Ayat (3)
Lapor an Keuangan yang tel ah di sesuai kan
sebagai mana di naksud nerupakan Laporan Keuangan
dengan status tel ah di periksa (audited).
Yang di maksud dengan koreksi lain pada ayat ini
yaitu penyesuai an terhadap Laporan Keuangan yang
di susun oleh penerintah pusat berdasarkan data
keuangan yang diperoleh setelah Laporan Keuangan
unaudi ted disanmpai kan kepada Badan Peneriksa
Keuangan.

13

Laporan Keuangan yang telah disesuaikan sebagai mana
di maksud mnerupakan Laporan Keuangan dengan status tel ah
di peri ksa (audited).

Yang di maksud dengan koreksi lain pada ayat ini yaitu
penyesuai an terhadap Laporan Keuangan yang di susun ol eh
peneri ntah daerah berdasarkan data keuangan vyang
di perol eh set el ah Lapor an Keuangan unaudi t ed
di sanpai kan kepada Badan Peneri ksa Keuangan.

14
Cukup j el as.
15
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Penyanpai an rancangan peraturan daerah di maksud
adal ah dalam rangka evaluasi terhadap setiap
rancangan peraturan daerah nengenai APBD agar
sesuai dengan kepentingan unum dan peraturan
per undang- undangan yang | ebi h tinggi.
16
Cukup j el as.
17
Ayat (1)
Tata cara tentang penyusunan kegi at an dan
i ndi kat or Ki nerja di maksud di dasar kan pada

ketentuan peraturan penerintah tentang rencana
kerja penerintah dan peraturan penerintah tentang
penyusunan rencana kerja dan anggaran Kenenterian
Negar a/ Lenbaga.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

| nf or nasi tentang Reali sasi Kinerja disajikan
secara bersandi ng dengan Kinerja yang direncanakan
dan dianggarkan sebagai mana tercantum dal am
Rencana Kerja dan Anggaran Kenenterian/Lenbaga/
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Penerintah Pusat/
Daer ah untuk tahun anggaran yang ber sangkut an.

Ayat (2)

Cukup j el as.
18
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Cukup j el as.
19
Cukup j el as.
20
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)
Peraturan Presiden dinmksud nmengatur antara lain
isi dan bentuk Laporan Kinerja. Konsep peraturan
tersebut disusun oleh suatu tim yang terdiri dari
unsur Kenenterian Keuangan, Kenenterian Negara
Per encanaan Penbangunan Nasi onal , Kenent eri an
Negar a Pendayagunaan Apar at ur Negar a, dan
Kenent eri an Dal am Negerii .
Ayat (5)
Cukup j el as.
Ayat (6)
Cukup j el as.
21

Bentuk ringkas yang di naksudkan dalam ayat ini adal ah
| enbar nuka Laporan Keuangan (face of financial

statenents). Dal am hal suatu BLU di | i ngkungan
peneri ntah daerah tidak dibawahkan secara struktural
oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah, |aporan

keuangan BLU ringkas di maksud dil anpirkan | angsung pada
Laporan Keuangan penerintah daerah sebagai mana di naksud
dal am Pasal 5 ayat (1).

22
Cukup j el as.

23
Cukup j el as.



Pasal 24
| nformasi tambahan non-keuangan sebagai mana di maksud
antara lain statistik pegawai, pergantian pejabat, dan
ket erangan nengenai bencana al am

Pasal 25
Pej abat penerintah yang nenbuat pernyataan tanggung
j awab sebagai mana di naksud pada pasal i ni dapat

mewaj i bkan para pejabat yang di bawahkannya untuk
menbuat pernyataan tanggung jawab yang sama dal am bat as
t anggung j awab masi ng- masi ng.

Pasal 26
Cukup j el as.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Kuasa Pengguna Anggaran yang di maksud pada ayat
i ni adal ah kuasa Pengguna Anggaran di |ingkungan
peneri ntah daerah yang telah ditetapkan sebagai
Entitas Akuntansi .
Ayat (4)
Ment er i Keuangan dan Ment er i Dal am  Negeri
ber koordi nasi dengan Menteri Negara Pendayagunaan
Apar at ur Negara nengenai pelaporan kinerja interim
sebel um peraturan ditetapkan.
Pasal 28
Cukup j el as.
Pasal 29
Cukup j el as.
Pasal 30
Cukup j el as.
Pasal 31
Cukup j el as.
Pasal 32
Ayat (1)
Laporan manajerial di bi dang keuangan adal ah
| aporan yang nenyajikan informasi keuangan untuk
menbant u nmanaj enen peneri ntahan dal am penganbi |l an
keput usan dan pengendal i an yang ber hubungan dengan
pengel ol aan keuangan.
Ayat (2)

Peraturan nengenai jenis, bentuk, isi, dan tata
cara pelaporan manajerial pada ayat ini dapat



di bentuk sesuai dengan kebutuhan Kenenterian
Negar a/ Lenbaga/ peneri nt ah daer ah.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Reviu oleh aparat pengawasan intern penerintah
pada Kenenterian Negaral/lLenbagal/penerintah daerah
sebagai mana di maksud pada ayat ini tidak nenbatasi
t ugas peneri ksaan/ pengawasan ol eh | enbaga
peneri ksa/ pengawas | ai nnya sesuai dengan
kewenangannya.
Ayat (4)
Cukup j el as.
Pasal 34
Cukup j el as.
Pasal 35
Cukup j el as.
Pasal 36
Cukup j el as.
Pasal 37
Cukup j el as.
Pasal 38
Cukup j el as.
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PERATURAN PEMERI NTAH R
NOVOR: 8 TAHUN 2006
TANGGAL : 3 APRIL 2006

| LUSTRASI FORVAT LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PEMERI NTAH PUSAT
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN

PEMERI NTAH PUSAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

( Dal am Rupi ah)

20x1 20X0
No. Ur ai an
Anggaran Realisasi % Realisasi




»

[(o el N|

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

PENDAPATAN
PENDAPATAN PERPAJAKAN
Pendapat an Paj ak

Penghasi | an XXX XXX XX XXX
Pendapat an Paj ak
Pertanbahan N | a
dan Penj ual an
Bar ang Mewah XXX XXX XX XXX
Pendapat an Paj ak
Bum dan Bangunan XXX XXX XX XXX
Pendapat an Bea
Per ol ehan Hak atas
Tanah dan Bangunan XXX XXX XX XXX
Pendapat an Cukali XXX XXX XX XXX
Pendapat an Bea Masuk XXX XXX XX XXX
Pendapat an Paj ak
Ekspor XXX XXX XX XXX
Pendapat an Paj ak
Lai nnya XXX XXX XX XXX
Jum ah Pendapat an
Per paj akan (3 s/d XXXX XXXX XX XXXX
10) 12
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapat an Sunber Daya
Al am XXX XXX XX XXX
Pendapat an Bagi an
Penerintah atas Laba XXX XXX XX XXX
Pendapat an Negara Bukan
Paj ak Lai nnya XXX XXX XX XXX
Jum ah Pendapat an
Negar a Bukan Paj ak XXXX XXXX XX XXXX
(14 s/d 16)
PENDAPATAN HI BAH
Pendapat an H bah XXX XXX XX XXX
Jum ah Pendapat an
H bah (20 s/d 20) XXX XXX XX XXX
JUMLAH PENDAPATAN
(11 + 17 + 21) XXXX XXXX XX XXXX
BELANJA
BELANJA OPERASI
Bel anj a Pegawai XXX XXX XX XXX
Bel anj a Bar ang XXX XXX XX XXX
Bunga XXX XXX XX XXX
Subsi di XXX XXX XX XXX
H bah XXX XXX XX XXX
Bant uan Sosi al XXX XXX XX XXX
Bel anja Lain-lain XXX XXX XX XXX
Jum ah Bel anj a Qper asi
(26 s/d 32) XXXX XXXX XX XXXX




35
36
37
38
39
40

41
42

43

44

52
53

54
55
56

57

58

59

60
61
62
63
64

65
66

Peneri maan Pi nj aman
Dal am Negeri - Sekt or

BELANJA MODAL XXX XXX XX XXX
Bel anj a Tanah XXX XXX XX XXX
Bel anj a Per al at an dan
Mesi n XXX XXX XX XXX
Bel anj a Gedung dan
Bangunan XXX XXX XX XXX
Bel anj a Jal an, Irigasi
dan Jari ngan XXX XXX XX XXX
Bel anj a Aset Tetap
Lai nnya XXX XXX XX XXX
Bel anj a Aset Lai nnya XXX XXX XX XXX
Jurm ah Bel anj a Moda
(36 s/d 41) XXX XXX XX XXX
JUMLAH BELANJA
(33 + 42) XXXX XXXX XX XXXX
TRANSFER
DANA PERI MBANGAN
Dana Bagi Hasil Paj ak XXX XXX XX XXX
Dana Bagi Hasil Sunber
Daya Al am XXX XXX XX XXX
Dana Al okasi Umum XXX XXX XX XXX
Dana Al okasi Khusus XXX XXX XX XXX
Junm ah Dana
Per i mbangan
(47 s/ d 50) XXXX XXXX XX XXXX
TRANSFER LAI NNYA
(di sesuai kan dengan
program yang ada)
Dana O onom Khusus XXX XXX XX XXX
Dana Penyesuai an XXX XXX XX XXX
Jum ah Transfer Lainnya
(54 s/d 55) XXX XXX XX XXX
JUMLAH TRANSFER
(51 + 56) XXXX XXXX XX XXXX
JUMLAH BELANJA DAN
TRANSFER (43 + 57) XXXX XXXX XX XXXX
SURPLUS/ DEFI SI T
(22 - 58) XXXX XXXX XX XXXX
PEMBI AYAAN
PENERI MAAN
PENERI MAAN PEMBI AYAAN
DALAM NEGER
Penggunaan Si LPA XXX XXX XX XXX



67
68
69
70

71

72

73

74

75
76

77

78

79

80

81

82

83

84

85
86

87

88

89

Per bankan

Peneri maan Pi nj aman

Dal am Negeri - bl i gasi

Peneri maan Pi nj anan

Dal am Negeri - Lai nnya

Peneri maan dari

Di vest asi

Peneri maan Kenbal i

Pi nj aman kepada

Per usahaan Negar a

Peneri maan Kenbal i

Pi nj aman kepada

Per usahaan Daer ah
Jum ah Peneri maan
Penbi ayaan Dal am
Negeri (65 s/d 71)

PENERI MAAN PEMBI AYAAN
LUAR NEGERI

Peneri maan Pi nj anan

Luar Negeri

Peneri maan Kenbal i

Pi nj aman kepada

Lenbaga | nt er nasi onal
Jum ah Penbi ayaan Luar
Negeri (75 s/d 76)

JUMLAH PENERI MAAN
PEMBI AYAAN (72 + 77)

PENGEL UARAN
PENGELUARAN PENMBI AYAAN
DALAM NECER

Penbayar an Pokok
Pi nj aman Dal am Negeri -
Sekt or Per bankan
Penbayar an Pokok
Pi nj aman Dal am Negeri -
ol 1 gasi XXX
Penbayar an Pokok
Pi nj aman Dal am Negeri -
Lai nnya
Pengel uaran Penyert aan
Modal Penerintah (PMP)
Penberi an Pi nj aman
kepada Per usahaan
Negar a
Penberi an Pi nj aman
kepada Per usahaan
Daer ah

Jum ah Pengel uar an

Penbi ayaan Dal am  xXXxx

Negeri (82 s/d 87)

XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXXX XXXX XX XXXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXXX XXXX XX XXXX
XXXX XXXX XX XXXX
XXX XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXXX XX XXXX




90 PENGELUARAN PENMBI AYAAN
LUAR NEGER
91 Penbayar an Pokok
Pi nj aman Luar Negeri XXX XXX XX XXX
92 Penberi an Pi nj aman
kepada Lenbaga
| nt er nasi onal XXX XXX XX XXX
93 Jum ah Pengel uar an
Penbi ayaan Luar XXXX XXXX XX XXXX
Negeri (91 s/d 92)
94 JUMLAH PENGELUARAN XXXX XXXX XX XXXX
PEMBI AYAAN (88 + 93)
95 PEMBI AYAAN NETO XXXX XXXX XX XXXX
(78 - 94)
96 Si sa Lebi h (Kurang) - XXXX - XXXX
Penbi ayaan Anggar an
(59 + 95)
LAMPI RAN | -A. 2
| LUSTRASI FORVAT LAPORAN REALI SASI ANGGARAN BELANJA
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN BELANJA
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKH R 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
( Dal am Rupi ah)
20X1 20X0
No. Ur ai an
Anggaran Realisasi % Realisasi
[ . | KHTI SAR MENURUT
SUVBER DANA
X Urai an Sunber Dana
XX Urai an Fungsi XXX XXX XX XXX
XX. XX Urai an Sub Fungsi XXX XXX XX XXX
XXXX Urai an Program XXX XXX XX XXX
Jum ah Bel anja Sub
Fungsi XX. XX XXX XXX XX XXX
Jum ah Bel anj a
Fungsi XX XXX XXX XX XXX
Jum ah Bel anj a Sunber
Dana X XXX XXX XX XXX
JUMLAH BELANJA XXX XXX XX XXX
[1. 1 KHTI SAR MENURUT
ESELON |
XX Urai an Esel on | XXX XXX XX XXX



Ur ai an Esel on | XXX XXX XX XXX

JUMLAH BELANJA XXX XXX XX XXX

I KHTI SAR MENURUT
PUSAT- W LAYAH

XXXX  Pusat XXX XXX XX XXX
XXXX Urai an W1 ayah XXX XXX XX XXX
XXXX Urai an W1 ayah XXX XXX XX XXX
JUMLAH BELANJA XXX XXX XX XXX
V. | KHTI SAR MENURUT
JENI' S BELANJA- MAK
XX Urai an Jenis
Bel anj a XXX XXX XX XXX
XXXX Uraian Jenis Belanja XXX XXX XX XXX
XXXXXX Urai an MAK XXX XXX XX XXX
XXXXXX Urai an MAK XXX XXX XX XXX
Jum ah Bel anj a
XXXX XXX XXX XX XXX
XXXX Urai an Jenis
Bel anj a XXX XXX XX XXX
XXXXXX Urai an MAK XXX XXX XX XXX
XXXXXX Urai an MAK XXX XXX XX XXX
Jum ah Bel anj a
XXXX XXX XXX XX XXX
Jum ah Bel anja XX XXX XXX XX XXX
JUMLAH BELANJA XXX XXX XX XXX
LAVPI RAN | -A. 3
| LUSTRASI FORVAT LAPORAN REALI SASI ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
( Dal am Rupi ah)
20x1 20X0
No. Ur ai an

Anggaran Realisasi % Realisasi




gaa A W N

~N O

A. PENDAPATAN NEGARA
DAN H BAH

Pendapat an Dal am
Neger i
1. Pendapat an
Per paj akan
a. Pajak Dal am
Neger i
b. Paj ak
Per dagangan
| nt er nasi onal

2. Pendapat an
Negar a Bukan

Paj ak

a. Pendapat an
Sunber Daya
Al am

b. Bagi an Laba
BUWN

c. PNBP Lai nnya

Pendapat an H bah

B. BELANJA NEGARA

Bel anj a Peneri nt ah
Pusat
1. Penbayaran Bunga

Ut ang
a. Utang Dal am
Neger i
b. U ang Luar
Neger i
2. Subsi di

a. Subsidi BBM
b. Subsi di Non-

BBM
c. Subsidi dal am
rangka PSO
3. Hibah

4. Bantuan Sosi al
5. Belanja lain-lain

Bel anj a Unt uk Daer ah
1. Dana Peri nbangan

a. Dana Bagi
Hasi |

b. Dana Al okasi
Umum

c. Dana Al okasi
Khusus

2. Dana O onomi
Khusus dan

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XX

XX

XX

XX
XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX
XX

XX

XX

XX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX



Penyesuai an XXX XXX XX XXX
34
35 C. Kesei nbangan Pri ner XXX XXX XX XXX
36 D. Surplus/Defisit
Anggaran (A - B) XXX XXX XX XXX
37 E. Penbiayaan (E.1 + E. 11)
38 | . Penbi ayaan Dal am Neger i - - - -
39 1. Perbankan Dal am
Neger i XXX XXX XX XXX
40 2. Non- Per bankan dal am
Neger i XXX XXX XX XXX
41
42 1. Penbi ayaan Luar
Negeri (neto)
43 1. Penarikan
Pi nj aman Luar
Negeri (bruto) XXX XXX XX XXX
44 2. Penbayar an
G cil an Pokok
Ut ang Luar Negeri XXX XXX XX XXX
LAMPI RAN | - A 4
| LUSTRASI FORVAT LAPORAN REALI SASI ANGGARAN
PEMERI NTAH PROVI NS
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN
PEMERI NTAH PROVI NS
UNTUK TAHUN YANG BERAKH R SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
( Dal am Rupi ah)
20X1 20X0
No. Ur ai an
Anggaran Realisasi % Realisasi
1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI
DAERAH
3 Pendapat an Paj ak
Daer ah XXX XXX XX XXX
4 Pendapat an Retri busi
Daer ah XXX XXX XX XXX
5 Pendapat an Hasi
Pengel ol aan Kekayaan
Daer ah yang Di pi sahkan XXX XXX XX XXX
6 Lai n-1 ai n PAD yang sah XXX XXX XX XXX



10

11
12

13
15

16
17

18
20

21

22
23

24
25

26
27

Jum ah Pendapat an

Asli Daerah (3 s/d 6) XXxxX XXXX XX XXXX
PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERI NTAH
PUSAT - DANA PERI MBANGAN
Dana Bagi Hasil Paj ak XXX XXX XX XXX
Dana Bagi Hasil Sunber
Daya Al am XXX XXX XX XXX
Dana Al okasi Umrum XXX XXX XX XXX
Dana Al okasi Khusus XXX XXX XX XXX
Jum ah Pendapat an
Transfer Dana
Per i mbangan XXXX XXXX XX XXXX
(11 s/d 14)
TRANSFER PEMERI NTAH
PUSAT - LAI NNYA
Dana O onom Khusus XXX XXX XX XXX
Dana Penyesuai an XXX XXX XX XXX
Jum ah Pendapat an
Transfer Lai nnya XXXX XXXX XX XXXX
(18 s/d 19)
Total Pendapat an XXXX XXXX XX XXXX
Transfer (15 + 20)
LAI N- LAl N PENDAPATAN
YANG SAH
Pendapat an H bah XXX XXX XX XXX
Pendapat an Dana
Dar ur at XXX XXX XX XXX
Pendapat an Lai nnya XXX XXX XX XXX
Jum ah Pendapat an
Lai n-l ai n yang Sah XXX XXX XX XXX
(24 s/d 26)
JUMLAH PENDAPATAN XXXX XXXX XX XXXX
(7 + 21 + 27)
BELANJA
BELANJA OPERASI
Bel anj a Pegawai XXX XXX XX XXX
Bel anj a Bar ang XXX XXX XX XXX
Bunga XXX XXX XX XXX
Subsi di XXX XXX XX XXX
H bah XXX XXX XX XXX
Bant uan Sosi al XXX XXX XX XXX
Jum ah Bel anj a
Qperasi (31 s/d 36) XXXX XXXX XX XXXX
BELANJA MODAL
Bel anj a Tanah XXX XXX XX XXX
Bel anj a Peral at an
dan Mesin XXX XXX XX XXX



42
43
44
45
46

a7
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57

58

59

Bel anj a Gedung dan

Bangunan XXX

Bel anj a Jal an, Irigasi

dan Jari ngan

Bel anj a Aset Tetap

Lai nnya

Bel anj a Aset Lai nnya
Jum ah Bel anj a Moda

XXX

XXX
XXX

XXX

XX

XXX

XXX
XXX

XXX

XX

XX
XX

XXX

XXX
XXX

(40 s/ d 45) XXXX

XXXX

XX

XXXX

BELANJA TAK TERDUGA
Bel anj a Tak Terduga
Jum ah Bel anj a Tak

XXX

XXX

XX

XXX

Terduga (49 s/d 49)

XXXX

XXXX

XX

XXXX

Jum ah Bel anj a

XXXX

XXXX

XX

XXXX

(37 + 46 + 50)

TRANSFER

TRANSFER/ BAJ HASI L

PENDAPATAN KE

KABUPATEN KOTA
Bagi Hasil Pajak ke
Kabupat en/ Kot a
Bagi Hasil Retribusi
ke Kabupat en/ Kot a
Bagi Hasi
Pendapat an Lai nnya
ke Kabupat en/ Kot a

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

XX

XX

XXX

XXX

XXX

Junml ah Transfer
Bagi Hasi
Pendapat an ke
Kab. / Kot a

XXXX

XXXX

XX

XXXX

(55 s/d 57)
JUMLAH BELANJA
DAN TRANSFER
(51 + 58)

XXXX

XXXX

XX

XXXX

SURPLUS/ DEFI SI' T

XXX

XXX

XX

XXX

(28 - 59)
PEMBI AYAAN

PENERI MAAN PEMBI AYAAN
Penggunaan Si LPA
Pencai ran Dana
Cadangan XXX
Hasi | Penj ual an
Kekayaan Daer ah yang
Di pi sahkan
Pi nj aman Dal am Negeri -
Perneri nt ah Pusat

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

XXX

XXX

XX

XXX

XX

XX

XXX

XXX

XXX



69

70
71

72
73
74

75

76

77

78
79
80

87
81

82

83

84

85

86

88

Pi nj aman Dal am Negeri -
Pereri nt ah Daer ah

Lai nnya

Pi nj aman Dal am Negeri -
Lenbaga Keuangan Bank
Pi nj aman Dal am Negeri -
Lenbaga Keuangan Bukan
Bank

Pi nj aman Dal am Negeri -

ol 1 gasi XXX
Pi nj aman Dal am Negeri -
Lai nnya

Peneri naan Kenbal i
Pi nj aman kepada
Per usahaan Negar a
Peneri naan Kenbal i
Pi nj aman kepada
Per usahaan Daer ah
Peneri naan Kenbal i
Pi nj aman kepada
Peneri nt ah Daer ah
Lai nnya
Jum ah Peneri maan

(66 s/d 77) XXXX

PENGELUARAN PENMBI AYAAN

Penbent ukan Dana
Cadangan XXX
Penyertaan Mbda
Pereri nt ah Daer ah
Penbayar an Pokok

Pi nj aman Dal am Negeri -
Perneri nt ah Pusat
Penbayar an Pokok

Pi nj aman Dal am Negeri -
Pereri nt ah Daer ah

Lai nnya

Penbayar an Pokok

Pi nj aman Dal am Negeri -
Lenbaga Keuangan Bank
Penbayar an Pokok

Pi nj aman Dal am Negeri -
Lenbaga Keuangan Bukan
Bank

Penbayar an Pokok

Pi nj aman Dal am Negeri -
ol 1 gasi XXX
Penbayar an Pokok

Pi nj aman Dal am Negeri -
Lai nnya

Penberi an Pi nj aman
kepada Per usahaan
Negar a

XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXXX XX XXXX
XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XXX XXX XX XXX



89 Penberi an Pi nj aman
kepada Per usahaan
Daer ah XXX XXX XX XXX
90 Penberi an Pi nj aman
kepada Peneri nt ah
Daer ah Lai nnya XXX XXX XX XXX
91 Jum ah Pengel uar an
(81 s/d 91) XXX XXX XX XXX
92 PEMBI AYAAN NETO XXXX XXXX XX XXXX
(77 - 92)
93
94
95 Si sa Lebi h Penbi ayaan XXXX XXXX XX XXXX
Anggar an (61-93)
LAMPI RAN | -A. 5
| LUSTRASI FORVAT LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PEMERI NTAH
KABUPATEN KOTA
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN
PEMERI NTAH KABUPATEN KOTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKH R SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dal am Rupi ah)
20X1 20X0
No. Ur ai an
Anggaran Realisasi % Realisasi
1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapat an Paj ak Daer ah XXX XXX XX XXX
4 Pendapat an Retri busi
Daer ah XXX XXX XX XXX
5 Pendapat an Hasi
Pengel ol aan Kekayaan
Daerah yang Di pi sahkan XXX XXX XX XXX
6 Lai n-1 ain PAD yang sah XXX XXX XX XXX
7 Jum ah Pendapat an Asl i
Daerah (3 s/d 6) XXXX XXXX XX XXXX
8
9

PENDAPATAN TRANSFER



16
17

18
20

21
22

23
24
25

TRANSFER PEMERI NTAH
PUSAT - DANA PERI MBANGAN
Dana Bagi Hasil Paj ak
Dana Bagi Hasil Sunber
Daya Al am

Dana Al okasi Unum

Dana Al okasi Khusus

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XX

XX
XX
XX

XXX

XXX
XXX
XXX

Jum ah Pendapat an
Transfer Dana

XXXX

XXXX

XX

XXXX

Peri nbangan (11 s/d 14)

TRANSFER PEMERI NTAH
PUSAT - LAI NNYA
Dana O onom Khusus
Dana Penyesuai an

XXX
XXX

XXX
XXX

XX
XX

XXX
XXX

Jum ah Pendapat an
Transfer Penerintah
Pusat - Lai nnya

XXXX

XXXX

XX

XXXX

(18 s/d 19)

TRANSFER PEMERI NTAH

PROVI NS

Pendapat an Bagi Hasi |

Paj ak XXX
Pendapat an Bagi Hasi |

Lai nnya

XXX

XXX

XX

XXX

XXX

XX

Junl ah Transfer
Pemeri nt ah Provi nsi
(23 s/d 24)

XXXX

XXXX

XX

XXX

XXXX

Total Pendapat an

XXXX

XXXX

XX

XXXX

Transfer (15 + 20 + 25)

LAI N- LAl N PENDAPATAN
YANG SAH

Pendapat an Hi bah
Pendapat an Dana Dar ur at
Pendapat an Lai nnya

Jum ah Lain-lain

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XX
XX
XX

XXX
XXX
XXX

Pendapat an yang Sah

XXX

XXX

XX

XXX

(29 s/d 31)
JUMLAH PENDAPATAN
(7 + 26 + 32)

XXXX

XXXX

XX

XXXX

BELANJA

BELANJA OPERASI

Bel anj a Pegawai XXX
Bel anj a Bar ang

Bunga XXX
Subsi di

H bah XXX
Bant uan Sosi al

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XX
XXX

XX
XXX

XX
XXX

XXX
XX

XXX
XX

XXX
XX

XXX

XXX

XXX

Jum ah Bel anj a Qper asi
(37 s/d 42)

XXXX

XXXX

XX

XXXX



44
45 BELANJA MODAL

46 Bel anj a Tanah XXX XXX XX XXX
47 Bel anj a Per al at an dan

Mesi n XXX XXX XX XXX
48 Bel anj a Gedung dan

Bangunan XXX XXX XX XXX
49 Bel anj a Jal an, Irigasi

dan Jari ngan XXX XXX XX XXX
50 Bel anj a Aset Tetap

Lai nnya XXX XXX XX XXX

LAMPI RAN | -B. 4

| LUSTRASI FORVAT NERACA PEMERI NTAH PROVI NSI / KABUPATEN KOTA
NERACA

PEMERI NTAH PROVI NSI / KABUPATEN KOTA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dal am Rupi ah)

No. Ur ai an 20X1 20X0
1 ASET
2
3 ASET LANCAR
4 Kas di Kas Daerah XXX XXX
5 Kas di Bendahara Pengel uaran XXX XXX
6 Kas di Bendahara Peneri nmaan XXX XXX
7 | nvest asi Jangka Pendek XXX XXX
8 Pi ut ang Paj ak XXX XXX
9 Pi utang Retri busi XXX XXX
10 Bagi an Lancar Pi nj aman kepada

Per usahaan Negara XXX XXX
11 Bagi an Lancar Pi njaman kepada

Per usahaan Daer ah XXX XXX
12 Bagi an Lancar Pi njaman kepada

Peneri nt ah Pusat XXX XXX
13 Bagi an Lancar Pinjaman kepada

Penerintah Daerah Lai nnya XXX XXX
14 Bagi an Lancar Tagi han Penj ual an

Angsur an XXX XXX
15 Bagi an | ancar Tuntutan Ganti

Rugi XXX XXX
16 Pi ut ang Lai nnya XXX XXX
17 Per sedi aan XXX XXX

18 Junm ah Aset Lancar




20
21
23
24
25
26

27
28

29
30

31
32

(4 s/d 17)

| NVESTASI JANGKA PANJANG
| nvest asi Nonper nanen

Pi nj aman Kepada Perusahaan
Negar a
Pi nj aman Kepada Perusahaan
Daer ah
Pi nj aman Kepada Peneri nt ah
Daer ah Lai nnya
| nvest asi dal am Surat Ut ang

Negar a
| nvest asi dal am Proyek
Penbangunan

| nvest asi Nonper manen Lai nnya

Jum ah | nvestasi Nonper nanen

(22 s/d 27)

| nvest asi Per manen

Penyertaan Mbdal Penerintah

Daer ah

| nvest asi Permanen Lai nnya
Jum ah I nvestasi Pernmanen
(30 s/d 31)

Jum ah | nvestasi Jangka
Panj ang (28 + 32)

ASET TETAP
Tanah
Per al at an dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lai nnya
Konst r uksi dal am Pengerj aan
Akunul asi  Penyusut an
Jum ah Aset Tetap
(36 s/d 42)

DANA CADANGAN
Dana Cadangan

Jum ah Dana Cadangan (46)

ASET LAI NNYA
Tagi han Penj ual an Angsuran
Tunt ut an Per bendahar aan
Tuntutan Ganti Rugi
Kem traan dengan Fi hak Ketiga
Aset Tak Berwuj ud
Aset Lain-Lain
Jum ah Aset Lai nnya
(50 s/d 55)

JUMLAH ASET

XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX
XXX XXX
(XxX) (XxX)
XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX
XXX XXX

XXX XXX
XXX XXX
XXXX XXXX



(18+33+43+47+56)

60 KEWAJI BAN

62 KEWAJI BAN JANGKA PENDEK
63 Ut ang Per hi tungan Pi hak

Keti ga (PFK) XXX XXX
64 Ut ang Bunga XXX XXX
65 Bagi an Lancar Ut ang Dal am

Negeri - Penerintah Pusat XXX XXX

66 Bagi an Lancar Ut ang Dal am
Negeri - Penerintah Daerah

Lai nnya XXX XXX
67 Bagi an Lancar U ang Dal am
Negeri - Lenbaga Keuangan Bank XXX XXX

68 Bagi an Lancar Ut ang Dal am
Negeri - Lenbaga Keuangan

Bukan Bank XXX XXX
69 Bagi an Lancar Ut ang Dal am

Negeri - Obli gasi XXX XXX
70 Bagi an Lancar Ut ang Jangka

Panj ang Lai nnya XXX XXX
71 Ut ang Jangka Pendek Lai nnya XXX XXX
72 Jum ah Kewaj i ban Jangka

Pendek (63 s/d 71) XXX XXX

73

74 KEWAJI BAN JANGKA PANJANG
75 Ut ang Dal am Negeri -

Pemeri nt ah Pusat XXX XXX
76 Ut ang Dal am Negeri -
Peneri ntah Daerah Lai nnya XXX XXX
77 Ut ang Dal am Negeri -
Lenbaga Keuangan Bank XXX XXX
78 Ut ang Dal am Negeri -
Lenbaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX
79 Ut ang Dal am Negeri -
ol i gasi XXX XXX
80 Ut ang Jangka Panj ang Lai nnya XXX XXX
81 Jum ah Kewaj i ban Jangka
Panj ang (78 s/d 80) XXX XXX
82 JUMLAH KEWAJ| BAN XXX XXX
(72+81)
83
84 EKUI TAS DANA
85

86 EKU TAS DANA LANCAR
87 Si sa Lebi h Penbi ayaan

Anggar an ( Si LPA) XXX XXX
88 Pendapat an yang Di t angguhkan XXX XXX
89 Cadangan Pi ut ang XXX XXX
90 Cadangan Per sedi aan XXX XXX

91 Dana yang Harus Di sedi akan
unt uk Penbayaran Ut ang



Jangka Pendek ( XxX) ( XxX)

92 Jum ah Ekuitas Dana
Lancar (85 s/d 92) XXX XXX
93
94 EKUI TAS DANA | NVESTASI
95 Di i nvest asi kan dal am
I nvest asi Jangka Panj ang XXX XXX
96 Di i nvest asi kan dal am Aset
Tet ap XXX XXX
97 Di i nvest asi kan dal am Aset
Lai nnya XXX XXX
98 Dana yang Harus Di sedi akan
unt uk Penbayaran Ut ang
Jangka Panj ang ( XxX) ( XxX)
99 Jum ah Ekui tas Dana
| nvestasi (96 s/d 99) XXX XXX
100
101 EKU TAS DANA CADANGAN
102 Di i nvest asi kan dal am
Dana Cadangan XXX XXX
103 Jum ah Ekuitas Dana
Cadangan (103) XXX XXX
104 JUMLAH EKUI TAS DANA
(93+100+104) XXX XXX
105
106
107 JUMLAH KEWAJI BAN DAN XXXX XXXX
EKUI TAS DANA (82+105)
LAMPIRAN | -B. 5
| LUSTRASI FORVAT NERACA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NERACA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO0
( Dal am Rupi ah)
No. Ur ai an 20X1 20X0
1 ASET
2
3 ASET LANCAR XXX XXX
4 Kas di Bendahara Pengel uaran XXX XXX
5 Kas di Bendahara Peneri nmaan XXX XXX
6 Pi ut ang XXX XXX
7 Bagi an Lancar Tagi han Penj ual an

Angsur an XXX XXX



29
30

31
32
33
34

35
36

37

38
39
40
41
42
43
44

45
46

Bagi an Lancar Tuntutan Ganti

Rugi XXX XXX
Per sedi aan XXX XXX
Jum ah Aset Lancar (4 s/d 9) XXX XXX
ASET TETAP
Tanah XXX XXX
Per al at an dan Mesin XXX XXX
Gedung dan Bangunan XXX XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan XXX XXX
Aset Tetap Lai nnya XXX XXX
Konst ruksi Dal am Penger | aan XXX XXX
Jum ah Aset Tetap (13 s/d 18) XXX XXX
ASET LAI NNYA
Tagi han Penj ual an Angsur an XXX XXX
Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX
Kem traan dengan Pi hak Ketiga xxx XXX
Aset Tak Berwuj ud XXX XXX
Aset Lain-Lain XXX XXX
Jum ah Aset Lai nnya
(22 s/d 26) XXX XXX
JUMLAH ASET (10+19+27) XXXX XXXX
KEWAJI BAN
XXX XXX
KEWAJI BAN JANGKA PENDEK XXX XXX
Uang Muka dari Berndahara
Urum Daer ah XXX XXX
Pendapat an yang Di t angguhkan XXX XXX
Jum ah Kewaj i ban Jangka
Pendek (34 s/d 35) XXX XXX
JUMLAH KEWAJI BAN ( 36) XXX XXX
EKUI TAS DANA
EKU TAS DANA LANCAR XXX XXX
Cadangan Pi ut ang XXX XXX
Cadangan Per sedi aan XXX XXX
Jum ah Ekuitas Dana
Lancar (42 s/d 43) XXX XXX
EKUI TAS DANA | NVESTASI XXX XXX



47 Di i nvest asi kan dal am Aset
Tet ap XXX XXX
48 Di i nvest asi kan dal am Aset
Lai nnya XXX XXX
49 Jum ah Ekuitas Dana
I nvestasi (47 s/d 48) XXX XXX
50 JUMLAH EKUI TAS DANA XXX XXX
(44+49)
51
52 JUMLAH KEWAJI BAN DAN XXXX XXXX
EKUI TAS DANA (37 + 50)
53
LAMPI RAN | -B. 6
| LUSTRASI FORVAT NERACA BENDAHARA UMUM DAERAH
NERACA
BENDAHARA UMUM DAERAH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO0
( Dal am Rupi ah)
No. Ur ai an 20X1 20X0
1 ASET
2
3 ASET LANCAR
4 Kas di Kas Daerah XXX XXX
5 Kas di Bendahara Pengel uaran XXX XXX
6 Kas di Bendahara Peneri nmaan XXX XXX
7 Pi ut ang Paj ak XXX XXX
8 Pi ut ang Retri busi XXX XXX
9 I nvest asi Jangka Pendek XXX XXX
10 Bagi an Lancar Pi njaman kepada
Per usahaan Negar a XXX XXX
11 Bagi an Lancar Pi njaman kepada
Per usahaan Daer ah XXX XXX
12 Bagi an Lancar Pi njaman kepada
Pemeri nt ah Pusat XXX XXX
13 Bagi an Lancar Pi nj aman kepada
Peneri ntah Daerah Lai nnya XXX XXX
14 Bagi an Lancar Tuntutan
Per bendahar aan XXX XXX
15 Jum ah Aset Lancar
(4 s/d 14) XXX XXX

16




17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27

28
29

| NVESTASI JANGKA PANJANG
| nvest asi Nonper nanen

Pi nj aman Kepada

Per usahaan Negar a

Pi nj aman Kepada Perusahaan

Daer ah

Pi nj aman Kepada Peneri nt ah

Daer ah Lai nnya

I nvest asi dal am Sur at

Ut ang Negar a XXX
I nvest asi dal am Proyek
Penmbangunan

| nvest asi Nonper nanen

Lai nnya XXX
Jum ah I nvest asi

Nonper manen (19 s/d 24)

| nvest asi Per manen

Penyertaan Mbdal Penerintah

Daer ah

| nvest asi Per manen Lai nnya

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

Junl ah | nvest asi Per manen
(27 s/d 28)

XXX

XXX

Jum ah | nvestasi Jangka

XXX

XXX

Panj ang (25 + 29)

DANA CADANGAN
Dana Cadangan XXX

Jum ah Dana Cadangan

XXX

(33)

XXX

XXX

ASET LAl NNYA
Tunt ut an Per bendahar aan
Aset Lain-lain XXX

XXX

XXX

XXX

Jum ah Aset Lai nnya
(37 s/d 38)

XXX

XXX

JUMLAH ASET (15+30+34+39) xxxX

XXXX

KEWAJI BAN

KEWAJI BAN JANGKA PENDEK

Ut ang Per hi tungan Pi hak
Keti ga (PFK)

Ut ang Bunga

Bagi an Lancar U ang Jangka
Panj ang

Ut ang Jangka Pendek Lai nnya

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

Jum ah Kewaj i ban Jangka
Pendek (46 s/d 49)

XXX

XXX

KEWAJI BAN JANGKA PANJANG
Ut ang Dal am Negeri - Sekt or
Per bankan XXX

XXX



54 Ut ang Dal am Negeri

56 Jum ah Kewaj i ban Jangka
Panj ang (53 s/d 55)

57

58 JUMLAH KEWAJI BAN (50+56)

59

60 EKU TAS DANA

61

62 EKU TAS DANA LANCAR
63 Si sa Lebi h Penbi ayaan
Anggar an ( Sl LPA)

64 Dana yang Harus Di sedi akan

unt uk Penbayaran Ut ang
Jangka Pendek

65 Jum ah Ekui tas Dana Lancar
(63 s/d 64)

66

67 EKU TAS DANA | NVESTASI

68 D i nvest asi kan dal am
I nvest asi Jangka Panj ang

69 D i nvest asi kan dal am Aset
Tet ap

70 D i nvest asi kan dal am Aset
Lai nnya

71 Dana yang Harus Di sedi akan

unt uk Penbayaran Ut ang
Jangka Panj ang

72 Jum ah Ekui tas Dana
| nvestasi (68 s/d 71)

73

74 EKU TAS DANA CADANGAN

75 D i nvest asi kan dal am Dana

Cadangan

76 Jum ah Ekui tas Dana
Cadangan (75)

77

78 JUMLAH EKUI TAS DANA

(65+72+76)
79
80 JUMLAH KEWAJI BAN DAN

EKU TAS DANA (58+78)

- ol igasi
55 Ut ang Jangka Panj ang Lai nnya

XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXXX XXXX

LAMPI RAN | -C. 1

| LUSTRASI

FORVAT LAPCRAN ARUS KAS BENDAHARA UMUM DAERAH

KABUPATEN KOTA

LAPORAN ARUS KAS
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN KOTA

Unt uk Tahun Yang Berakhir Sanpa

Dengan 31 Desenber 20X1 dan 20XO0

Met ode Langsung



( Dal am Rupi ah)

No. Ur ai an 20X1 20X0
1 Arus Kas dari Aktivitas
Qper asi
2 Arus Masuk Kas
3 Pendapat an Paj ak Penghasi | an XXX XXX
4 Pendapat an Paj ak Pert anbahan
Ni | ai dan Penjual an Barang
Mewah XXX XXX
5 Pendapat an Paj ak Bum dan
Bangunan XXX XXX
6 Pendapat an Paj ak Lai nnya XXX
7 Pendapat an Bea Masuk XXX XXX
8 Pendapat an Bea Per ol ehan Hak
atas Tanah dan Bangunan XXX XXX
9 Pendapat an Cukai XXX XXX
10 Pendapat an Paj ak Ekspor XXX XXX
11 Pendapat an Sunber Daya Al am XXX XXX
12 Pendapat an Pendi di kan XXX XXX
13 Pendapat an Bagi an Peneri nt ah
atas Laba XXX
14 Pendapat an Negara Bukan Paj ak
Lai nnya XXX XXX
15 Pendapat an Hi bah XXX XXX
16 Jum ah Arus Masuk Kas
(3 s/d 15) XXX XXX
17 Arus Kel uar Kas
18 Bel anj a Pegawai XXX XXX
19 Bel anj a Bar ang XXX
20 Bunga XXX XXX
21 Subsi di XXX XXX
22 Bant uan Sosi al XXX
23 Hi bah XXX XXX
24 Bel anja Lain-lain XXX XXX
25 Dana Bagi Hasil Paj ak XXX XXX
26 Dana Bagi Hasil| Sunber
Daya Al am XXX
27 Dana Al okasi Urum XXX XXX
28 Dana Al okasi Khusus XXX
29 Dana O onom Khusus XXX
30 Dana Penyesuai an
31 Jum ah Arus Kel uar Kas
(18 s/d 30) XXX XXX
32 Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Qperasi (16 - 31) XXX XXX

Arus Kas dari Aktivitas




34
35

36
37
38
39
40
41

50

51
52

54
55

56
57

58

59

60

61

62
63

I nvest asi Aset Non keuangan
Arus Masuk Kas
Pendapat an Penj ual an at as
Tanah
Pendapat an Penj ual an at as
Per al at an dan Mesin
Pendapat an Penj ual an at as
Gedung dan Bangunan
Pendapat an Penj ual an at as
Jal an, Irigasi dan Jaringan
Pendapat an Penj ual an Aset
Tetap Lai nnya
Pendapat an Penj ual an Aset
Lai nnya

Jum ah Arus Masuk Kas

(35 s/d 40)

Arus Kel uar Kas

Bel anj a Tanah

Bel anj a Peral at an dan Mesin
Bel anj a Gedung dan Bangunan
Bel anja Jal an, Irigasi dan
Jari ngan

Bel anj a Aset Tetap Lai nnya
Bel anj a Aset Lai nnya

Junl ah Arus Kel uar Kas
(43 s/ d 48)

Arus Kas Bersih dari Akt
I nvestasi Aset Nonkeu
(41 - 49)
Arus Kas dari Aktivitas
Penbi ayaan
Arus Masuk Kas
Peneri maan Pi nj anan Dal am
Negeri - Sektor Perbankan
Peneri maan Pi nj anan Dal am
Negeri - Obli gasi
Peneri maan Pi nj anan Dal am
Negeri - Lainnya
Peneri maan dari Divestasi
Peneri maan Kenbal i Pi nj aman
kepada Perusahaan Negara
Peneri maan Kenbal i Pi nj aman
kepada Perusahaan Daer ah
Peneri maan Pi nj anan Luar
Neger i
Peneri maan Kenbal i Pi nj aman
kepada Lenbaga I nternasi ona
Jum ah Arus Masuk Kas
(53 s/d 60)

Arus Kel uar Kas
Penbayar an Pokok Pi nj aman




64
65
66
67
68
69
70
71

72

73

74

76
77

78
79
80
81
82

83

84
85

86
87
88

Dal am Negeri - Sektor
Per bankan
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - (bli gasi
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Lai nnya
Pengel uaran Penyertaan Modal
Penerintah (PMP)
Penberi an Pi nj aman kepada
Per usahaan Negar a
Penberi an Pi nj aman kepada
Per usahaan Daer ah
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Luar Negeri
Penberi an Pi nj aman kepada
Lenbaga | nt er nasi onal

Jum ah Arus Kel uar Kas

(63 s/d 70)

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Penbi ayaan
(61 - 71)
Arus Kas dari Aktivitas
Non anggar an
Arus Masuk Kas
Peneri maan Per hi t ungan
Fi hak Keti ga (PFK)
Ki ri man Uang Masuk
Jum ah Arus Masuk Kas
(75 s/d 76)

Arus Kel uar Kas
Pengel uar an Per hi t ungan
Fi hak Keti ga (PFK)

Ki ri man Uang Kel uar
Jum ah Arus Kel uar Kas

(79 s/d 80)

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Non anggaran
(77 - 81)
Kenai kan/ Penur unan Kas
(32+50+72+82)

Sal do Awal Kas di BUN
Sal do Akhir Kas di BUN
(83+84)

Sal do Akhir Kas di
Bendahar a Pengel uar an
Sal do Akhir Kas di
Bendahar a Peneri naan
Sal do Akhir Kas (85+86+87)




Unt uk Tahun Yang Berakhir Sanpa

| LUSTRASI

LAMPI RAN | -C. 2

KABUPATEN KOTA
LAPORAN ARUS KAS

FORVAT LAPCRAN ARUS KAS BENDAHARA UMUM DAERAH

BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN KOTA

Met ode Langsung

Dengan 31 Desenber 20X1 dan 20XO0

( Dal am Rupi ah)

No. Ur ai an 20X1 20X0
1 Arus Kas dari Aktivitas
Qper asi
2 Arus Masuk Kas
3 Pendapat an Paj ak Penghasi | an XXX XXX
4 Pendapat an Paj ak Pert anbahan
Ni | ai dan Penjual an Barang
Mewah XXX XXX
5 Pendapat an Paj ak Bum dan
Bangunan XXX XXX
6 Pendapat an Paj ak Lai nnya XXX XXX
7 Pendapat an Bea Masuk XXX XXX
8 Pendapat an Bea Per ol ehan Hak
atas Tanah dan Bangunan XXX XXX
9 Pendapat an Cukai XXX XXX
10 Pendapat an Paj ak Ekspor XXX XXX
11 Pendapat an Sunber Daya Al am XXX XXX
12 Pendapat an Pendi di kan XXX XXX
13 Pendapat an Bagi an Peneri nt ah
atas Laba XXX XXX
14 Pendapat an Negara Bukan
Paj ak Lai nnya XXX XXX
15 Pendapat an Hi bah XXX XXX
16 Jum ah Arus Masuk Kas
(3 s/d 15) XXX XXX
17 Arus Kel uar Kas
18 Bel anj a Pegawai XXX XXX
19 Bel anj a Bar ang XXX XXX
20 Bunga XXX XXX
21 Subsi di XXX XXX
22 Bant uan Sosi al XXX XXX
23 Hi bah XXX XXX
24 Bel anja Lain-lain XXX XXX
25 Dana Bagi Hasil| Pajak XXX XXX
26 Dana Bagi Hasil| Sunber Daya




50

51

52
53

54
55
56

Al am
Dana Al okasi Unmum
Dana Al okasi Khusus
Dana O onom Khusus
Dana Penyesuai an
Jum ah Arus Kel uar Kas

(18 s/d 30)

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Qperasi (16 - 31)
Arus Kas dari Aktivitas
I nvest asi Aset Non keuangan
Arus Masuk Kas
Pendapat an Penj ual an at as
Tanah
Pendapat an Penj ual an at as
Per al at an dan Mesin
Pendapat an Penj ual an at as
Gedung dan Bangunan
Pendapat an Penj ual an at as
Jal an, Irigasi dan Jaringan
Pendapat an Penj ual an Aset
Tetap Lai nnya
Pendapat an Penj ual an Aset
Lai nnya

Jum ah Arus Masuk Kas

(35 s/d 40)

Arus Kel uar Kas

Bel anj a Tanah
Bel anj a Peral at an dan Mesin
Bel anj a Gedung dan Bangunan
Bel anj a Jal an, Irigasi dan
Jari ngan

Bel anj a Aset Tetap Lai nnya
Bel anj a Aset Lai nnya

Jum ah Arus Kel uar Kas

(43 s/ d 48)

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Investasi Aset
Non keuangan (41 - 49)
Arus Kas dari Aktivitas
Penbi ayaan

Arus Masuk Kas

Peneri maan Pi nj anan Dal am
Negeri - Sektor Perbankan
Peneri maan Pi nj anan Dal am
Negeri - Cbligasi

Peneri maan Pi nj anan Dal am
Negeri - Lainnya

Peneri maan dari Divestasi
Peneri maan Kenbal i Pi nj aman
kepada Perusahaan Negara




58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72

73

74
75

76
77
78
79
80
81
82

83
84

Peneri maan Kenbal i Pi nj aman
kepada Perusahaan Daer ah
Peneri maan Pi nj anan Luar
Neger i
Peneri maan Kenbal i Pi nj aman
kepada Lenbaga | nternasi ona

Jum ah Arus Masuk Kas

(53 s/d 60)

Arus Kel uar Kas
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Sektor
Per bankan
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - bligasi
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Lai nnya
Pengel uar an Penyertaan
Modal Pernerintah (PMP)
Penberi an Pi nj aman kepada
Per usahaan Negar a
Penberi an Pi nj aman kepada
Perusahaan Daer ah
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Luar Negeri
Penberi an Pi nj aman kepada
Lenbaga | nt er nasi onal
Jum ah Arus Kel uar Kas
(63 s/d 70)

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Penbi ayaan
(61 - 71)
Arus Kas dari Aktivitas
Non anggar an
Arus Masuk Kas
Peneri maan Per hi t ungan
Fi hak Keti ga (PFK)
Ki ri man Uang Masuk
Jum ah Arus Masuk Kas
(75 s/d 76)

Arus Kel uar Kas
Pengel uar an Per hi t ungan
Fi hak Keti ga (PFK)
Ki ri man Uang Kel uar

Jum ah Arus Kel uar Kas

(79 s/d 80)

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Nonanggar an
(77 - 81)

Kenai kan/ Penur unan Kas
(32+50+72+82)

Sal do Awal Kas di BUN




85 Sal do Akhir Kas di BUN
(83+84) XXX XXX
86 Sal do Akhir Kas
87 Sal do Akhir Kas di
Bendahar a Peneri naan XXX XXX
88 Sal do Akhir Kas (85+86+87) XXX XXX
LAMPIRAN | -C. 3

| LUSTRASI FORVAT LAPORAN ARUS KAS BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN ARUS KAS
BENDAHARA UMJUM NEGARA

Unt uk Tahun Yang Ber akhir Sampai Dengan
31 Desenber 20X1 dan 20X0
Met ode Langsung

( Dal am Rupi ah)
No. Ur ai an 20X1 20X0
1 Arus Kas dari Aktivitas
Qper asi
2 Arus Masuk Kas
3 Pendapat an Paj ak Daer ah XXX XXX
4 Pendapat an Retri busi Daerah XXX XXX
5 Pendapat an Hasil Pengel ol aan
Kekayaan Daer ah yang
Di pi sahkan XXX XXX
6 Lai n-1 ai n PAD yang sah XXX XXX
7 Dana Bagi Hasil| Pajak XXX XXX
8 Dana Bagi Hasil| Sunber Daya
Al am XXX
9 Dana Al okasi Urum XXX XXX
10 Dana Al okasi Khusus XXX
11 Dana O onom Khusus XXX
12 Dana Penyesuai an XXX XXX
13 Pendapat an Hi bah XXX XXX
14 Pendapat an Dana Dar ur at XXX XXX
15 Pendapat an Lai nnya XXX XXX
16 Jum ah Arus Masuk Kas
(3 s/d 15) XXX XXX
17  Arus Kel uar Kas
18 Bel anj a Pegawai XXX XXX
19 Bel anj a Bar ang XXX
20 Bunga XXX XXX




29
30

31
32

33
34
35
36
37
38

Subsi di

Hi bah

Bant uan Sosi al XXX
Bel anj a Tak Terduga XXX
Bagi Hasil Pajak ke

Kabupat en/ Kot a XXX
Bagi Hasil Retribusi ke

Kabupat en/ Kot a XXX

Bagi Hasi| Pendapat an
Lai nnya ke Kabupat en/ Kot a

Junl ah Arus Kel uar Kas
(18 s/ d 27)

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Qperasi (16 - 28)
Arus Kas dari Aktivitas

I nvest asi Aset Non keuangan
Arus Masuk Kas

Pendapat an Penj ual an at as

Tanah

Pendapat an Penj ual an at as
Per al at an dan Mesin XXX
Pendapat an Penj ual an at as

Gedung dan Bangunan XXX

Pendapat an Penj ual an at as
Jal an, Irigasi dan Jaringan
Pendapat an dari Penj ual an
Aset Tetap Lai nnya
Pendapat an dari Penj ual an
Aset Lai nnya

Jum ah Arus Masuk Kas

(32 s/d 37)

Arus Kel uar Kas

Bel anj a Tanah

Bel anj a Peral at an dan Mesin
Bel anj a Gedung dan Bangunan
Bel anja Jal an, Irigasi dan
Jari ngan

Bel anj a Aset Tetap Lai nnya
Bel anj a Aset Lai nnya

Junl ah Arus Kel uar Kas
(40 s/ d 45)

Arus Kas Bersih dari

Aktivitas Investasi Aset

Non keuangan (38 - 46)

di Bendahara Pengel uar an XXX

Arus Kas dari Aktivitas

Penbi ayaan
Arus Masuk Kas
Pencai ran Dana Cadangan
Hasi | Penj ual an Kekayaan
Daer ah yang Di pi sahkan



52
53
54
55
56
57
58
59
60

61

62
64
65

66

67

68

69
70
71
72
73
74
75

76

Pi nj aman Dal am Negeri -
Pemeri nt ah Pusat

Pi nj aman Dal am Negeri -
Peneri ntah Daerah Lai nnya
Pi nj aman Dal am Negeri -
Lenbaga Keuangan Bank

Pi nj anman Dal am Negeri -
Lenbaga Keuangan Bukan Bank
Pi nj anman Dal am Negeri -

ol 1 gasi
Pi nj aman Dal am Negeri -
Lai nnya

Peneri maan Kenbal i Pi nj aman
kepada Perusahaan Negara
Peneri maan Kenbal i Pi nj aman
kepada Perusahaan Daer ah
Peneri maan Kenbal i Pi nj aman
kepada Peneri ntah Daerah
Lai nnya

Jum ah Arus Masuk Kas

(50 s/d 60)

Arus Kel uar Kas

Penbent ukan Dana Cadangan
Penyertaan Mbdal Penerintah
Daer ah

Penbayar an Pokok Pi nj aman

Dal am Negeri - Pemerintah
Pusat

Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Pemerint ah

Daer ah Lai nnya
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Lenbaga
Keuangan Bank
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Lenbaga
Keuangan Bukan Bank
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - (bli gasi
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Lai nnya
Penberi an Pi nj aman kepada
Per usahaan Negar a
Penberi an Pi nj aman kepada
Per usahaan Daer ah
Penberi an Pi nj aman kepada
Peneri ntah Daerah Lai nnya
Jum ah Arus Kel uar Kas
(63 s/d 73)
Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Penbi ayaan
(61 - 74)
Arus Kas dari Aktivitas




Non anggar an
77 Arus Masuk Kas

78 Peneri maan Per hi t ungan

Fi hak Keti ga (PFK) XXX XXX
79 Jum ah Arus Masuk Kas (78) XXX XXX
80 Arus Kel uar Kas
81 Pengel uar an Per hi t ungan

Fi hak Keti ga (PFK) XXX XXX
82 Jum ah Arus Keluar Kas (81) XXX XXX

83 Arus Kas Bersih dari
Akt i vitas Nonanggar an

(79 - 82) XXX XXX
84 Kenai kan/ Penur unan Kas XXX XXX
85 Sal do Awal Kas di BUD XXX XXX
86 Sal do Akhir Kas di BUD

(84+85) XXX XXX
87 Sal do Akhir Kas di

Bendahar a Pengel uar an XXX XXX
88 Sal do Akhir Kas di

Bendahar a Peneri naan XXX XXX
89 Sal do Akhir Kas (86+87+88) XXX XXX

LAMPI RAN | -C. 4

LAPORAN ARUS KAS
| LUSTRASI FORVAT LAPORAN ARUS KAS PEMERI NTAH KABUPATEN KOTA

PEVERI NTAH KABUPATEN KOTA

Unt uk Tahun Yang Ber akhir Sanpai Dengan 31 Desenber 20X1 dan 20X0
Met ode Langsung

( Dal am Rupi ah)

No. Ur ai an 20X1 20X0
1 Arus Kas dari Aktivitas

Qper asi
2 Arus Masuk Kas
3 Pendapat an Paj ak Daer ah XXX XXX
4 Pendapat an Retri busi Daerah XXX XXX
5 Pendapat an Hasil| Pengel ol aan

Kekayaan Daer ah yang

Di pi sahkan XXX XXX
6 Lai n-1 ai n PAD yang sah XXX XXX
7 Dana Bagi Hasil| Pajak XXX XXX
8 Dana Bagi Hasil| Sunber Daya



31
32

33
34

35
36
37
38
39
40

Al am
Dana Al okasi Urum
Dana Al okasi Khusus
Dana O onom Khusus
Dana Penyesuai an
Pendapat an Bagi Hasil Pajak
Pendapat an Bagi Hasil Lai nnya
Pendapat an Hi bah
Pendapat an Dana Dar ur at
Pendapat an Lai nnya
Jum ah Arus Masuk Kas
(3 s/d 17)

Arus Kel uar Kas
Bel anj a Pegawai
Bel anj a Bar ang
Bunga
Subsi di
Hi bah
Bant uan Sosi al
Bel anj a Tak Terduga
Bagi Hasil| Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil| Pendapat an
Lai nnya

XXX

Junl ah Arus Kel uar Kas
(20 s/d 29)

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Qperasi (18 - 30)
Arus Kas dari Aktivitas
I nvest asi Aset Non keuangan
Arus Masuk Kas
Pendapat an Penj ual an at as
Tanah
Pendapat an Penj ual an at as
Per al at an dan Mesin
Pendapat an Penj ual an at as
Gedung dan Bangunan
Pendapat an Penj ual an at as
Jal an, Irigasi dan Jaringan
Pendapat an dari Penj ual an
Aset Tetap
Pendapat an dari Penj ual an
Aset Lai nnya

Jum ah Arus Masuk Kas

(34 s/d 39)

Arus Kel uar Kas

Bel anj a Tanah

Bel anj a Peral at an dan Mesin
Bel anj a Gedung dan Bangunan
Bel anja Jal an, Irigasi dan
Jari ngan




46
48

49

50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63

64
66
67

68

69

70

71

Bel anj a Aset Tetap Lai nnya
Bel anj a Aset Lai nnya
Jum ah Arus Kel uar Kas

(42 s/d 47)

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Investasi Aset
Non keuangan (40 -48)
Arus Kas dari Aktivitas
Penbi ayaan

Arus Masuk Kas

Pencai ran Dana Cadangan
Hasi | Penj ual an Kekayaan
Daer ah yang Di pi sahkan

Pi nj aman Dal am Negeri -
Pemeri nt ah Pusat

Pi nj aman Dal am Negeri -
Peneri ntah Daerah Lai nnya
Pi nj aman Dal am Negeri -
Lenbaga Keuangan Bank

Pi nj anman Dal am Negeri -
Lenbaga Keuangan Bukan Bank
Pi nj anman Dal am Negeri -

ol 1 gasi
Pi nj aman Dal am Negeri -
Lai nnya

Peneri maan Kenbal i Pi nj aman
kepada Perusahaan Negara
Peneri maan Kenbal i Pi nj aman
kepada Perusahaan Daer ah
Peneri maan Kenbal i Pi nj aman
kepada Peneri ntah Daerah
Lai nnya

Jum ah Arus Masuk Kas

(52 s/d 62)

Arus Kel uar Kas

Penbent ukan Dana Cadangan
Penyertaan Mbdal Penerintah
Daer ah

Penbayar an Pokok Pi nj aman

Dal am Negeri - Pemerintah
Pusat

Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Pemerint ah

Daer ah Lai nnya

Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Lenbaga
Keuangan Bank

Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Lenbaga
Keuangan Bukan Bank
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - bli gasi




72 Penbayar an Pokok Pi nj aman

Dal am Negeri - Lai nnya XXX XXX
73 Penberi an Pi nj aman kepada

Per usahaan Negar a XXX XXX
74 Penberi an Pi nj aman kepada

Per usahaan Daer ah XXX XXX
75 Penberi an Pi nj aman kepada

Peneri ntah Daerah Lai nnya XXX XXX
76 Jum ah Arus Kel uar Kas

(65 s/d 75) XXX XXX

77 Arus Kas Bersih dari

Aktivitas Penbi ayaan

(63 - 76) XXX XXX
78 Arus Kas dari Aktivitas

Non anggar an
79 Arus Masuk Kas
80 Peneri maan Per hi t ungan

Fi hak Keti ga (PFK) XXX XXX
81 Jum ah Arus Masuk Kas (80) XXX XXX
82 Arus Kel uar Kas
83 Pengel uar an Per hi t ungan

Fi hak Keti ga (PFK) XXX XXX
84 Jum ah Arus Keluar Kas (83) XXX XXX
85 Arus Kas Bersih dari

Aktivitas Non anggaran

(81 - 84) XXX XXX
86 Kenai kan/ Penur unan Kas XXX XXX
87 Sal do Awal Kas di BUD XXX XXX
88 Sal do Akhir Kas di BUD

(86+87) XXX XXX
89 Sal do Akhir Kas di Bendahara

Pengel uar an XXX XXX
90 Sal do Akhir Kas di Bendahara

Peneri maan XXX XXX
91 Sal do Akhir Kas (88+89+90) XXX XXX

LAMPI RAN | -C. 5

| LUSTRASI

FORVMAT LAPCRAN ARUS KAS PEMERI NTAH PROVI NS

LAPORAN ARUS KAS
BENDAHARA UMUM DAERAH PROVI NS

Unt uk Tahun Yang Berakhir Sanpa

Dengan 31 Desenber 20X1 dan 20XO0

Met ode Langsung

( Dal am Rupi ah)




No. Ur ai an 20X1 20X0
1 Arus Kas dari Aktivitas
Qper asi
2 Arus Masuk Kas
3 Pendapat an Paj ak Daer ah XXX
4 Pendapat an Retri busi Daerah XXX
5 Pendapat an Hasil| Pengel ol aan
Kekayaan Daer ah yang
Di pi sahkan XXX
6 Lai n-1 ai n PAD yang sah XXX
7 Dana Bagi Hasil| Pajak XXX
8 Dana Bagi Hasil| Sunber Daya
Al am XXX
9 Dana Al okasi Urum XXX
10 Dana Al okasi Khusus XXX
11 Dana O onom Khusus XXX
12 Dana Penyesuai an XXX
13 Pendapat an Hi bah XXX
14 Pendapat an Dana Dar ur at XXX
15 Pendapat an Lai nnya XXX
16 Jum ah Arus Masuk Kas
(3 s/d 15) XXX
17 Arus Kel uar Kas
18 Bel anj a Pegawai XXX
19 Bel anj a Bar ang XXX
20 Bunga XXX
21 Subsi di XXX
22 Hi bah XXX
23 Bant uan Sosi al XXX
24 Bel anj a Tak Terduga XXX
25 Bagi Hasil| Pajak ke
Kabupat en/ Kot a XXX
26 Bagi Hasil Retribusi ke
Kabupat en/ Kot a XXX
27 Bagi Hasil| Pendapat an
Lai nnya ke Kabupat en/ Kot a XXX
28 Jum ah Arus Kel uar Kas
(18 s/d 27) XXX
29 Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Operasi
(16 - 28) XXX
30 Arus Kas dari Aktivitas
I nvest asi Aset Non keuangan
31 Arus Masuk Kas
32 Pendapat an Penj ual an at as
Tanah XXX
33 Pendapat an Penj ual an at as
Per al at an dan Mesin XXX



34
35
36
37
38

a7

48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61

62

Pendapat an Penj ual an at as
Gedung dan Bangunan
Pendapat an Penj ual an at as
Jal an, Irigasi dan Jaringan
Pendapat an dari Penj ual an
Aset Tetap Lai nnya
Pendapat an dari Penj ual an
Aset Lai nnya

Jum ah Arus Masuk Kas

(32 s/d 37)

Arus Kel uar Kas

Bel anj a Tanah

Bel anj a Peral at an dan Mesin
Bel anj a Gedung dan Bangunan
Bel anja Jal an, Irigasi dan
Jari ngan

Bel anj a Aset Tetap Lai nnya
Bel anj a Aset Lai nnya

Junl ah Arus Kel uar Kas
(40 s/ d 45)

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Investasi Aset
Non keuangan (38 - 46)
Arus Kas dari Aktivitas
Penbi ayaan

Arus Masuk Kas

Pencai ran Dana Cadangan
Hasi | Penj ual an Kekayaan
Daer ah yang Di pi sahkan

Pi nj aman Dal am Negeri -
Pemeri nt ah Pusat

Pi nj aman Dal am Negeri -
Peneri ntah Daerah Lai nnya
Pi nj aman Dal am Negeri -
Lenbaga Keuangan Bank

Pi nj anman Dal am Negeri -
Lenbaga Keuangan Bukan Bank
Pi nj anman Dal am Negeri -

ol 1 gasi
Pi nj aman Dal am Negeri -
Lai nnya

Peneri maan Kenbal i Pi njaman
kepada Perusahaan Negara
Peneri maan Kenbal i Pi nj aman
kepada Perusahaan Daer ah
Peneri maan Kenbal i Pi nj aman
kepada Peneri ntah Daerah
Lai nnya

Jum ah Arus Masuk Kas

(50 s/d 60)

Arus Kel uar Kas




63

65

66

67

68

69
70
71
72
73
74

75

Penbent ukan Dana Cadangan

Penyertaan Mbdal Penerintah

Daer ah

Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Pemerint ah
Pusat

Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Pemerint ah

Daer ah Lai nnya
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Lenbaga
Keuangan Bank
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Lenbaga
Keuangan Bukan Bank
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - (bligasi
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Lai nnya
Penberi an Pi nj aman kepada
Per usahaan Negar a
Penberi an Pi njaman kepada
Per usahaan Daer ah
Penberi an Pi nj aman kepada
Peneri ntah Daerah Lai nnya
Jum ah Arus Kel uar Kas
(63 s/d 73)

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Penbi ayaan
(61 - 74)

Arus Kas dari Aktivitas
Non anggar an

Arus Masuk Kas

Peneri maan Per hi t ungan
Fi hak Keti ga (PFK)

Jum ah Arus Masuk Kas (78)
Arus Kel uar Kas

Pengel uar an Per hi t ungan
Fi hak Keti ga (PFK)

Jum ah Arus Keluar Kas (81) XXX

Arus Kas Bersih dari
Akti vitas Nonanggar an
(79 - 82)

Kenai kan/ Penur unan Kas
Sal do Awal Kas di BUD

Sal do Akhir Kas di BUD (84+85)
Sal do Akhir Kas di Bendahar a

Pengel uar an

Sal do Akhir Kas di Bendahar a

XXX



Peneri nanan XXX XXX
89 Sal do Akhir Kas (86+87+88) XXX XXX

LAMPI RAN | -C. 6

LAPORAN ARUS KAS
| LUSTRASI FORVAT LAPORAN ARUS KAS PEMERI NTAH KABUPATEN KOTA

BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN KOTA
Unt uk Tahun Yang Ber akhir Sanpai Dengan 31 Desenber 20X1 dan 20X0
Met ode Langsung

( Dal am Rupi ah)

No. Ur ai an 20X1 20X0
1 Arus Kas dari Aktivitas
Qper asi

2 Arus Masuk Kas
3 Pendapat an Paj ak Daer ah XXX XXX
4 Pendapat an Retri busi Daerah XXX XXX
5 Pendapat an Hasil Pengel ol aan

Kekayaan Daer ah yang

Di pi sahkan XXX XXX
6 Lai n-1 ai n PAD yang sah XXX XXX
7 Dana Bagi Hasil| Pajak XXX XXX
8 Dana Bagi Hasil| Sunber Daya

Al am XXX XXX
9 Dana Al okasi Urum XXX XXX
10 Dana Al okasi Khusus XXX XXX
11 Dana O onom Khusus XXX XXX
12 Dana Penyesuai an XXX XXX
13 Pendapat an Bagi Hasil Pajak XXX XXX
14 Pendapat an Bagi Hasil| Lainnya XXX XXX
15 Pendapat an Hi bah XXX XXX
16 Pendapat an Dana Dar ur at XXX XXX
17 Pendapat an Lai nnya XXX XXX
18 Jum ah Arus Masuk Kas

(3 s/d 17) XXX XXX

19 Arus Kel uar Kas
20 Bel anj a Pegawai XXX XXX
21 Bel anj a Bar ang XXX XXX
22 Bunga XXX XXX
23 Subsi di XXX XXX
24 Hi bah XXX XXX
25 Bant uan Sosi al XXX XXX
26 Bel anj a Tak Terduga XXX XXX
27 Bagi Hasil| Pajak XXX XXX

28 Bagi Hasil Retribusi XXX XXX



29

31
32

33
34

35
36
37
38
39
40

49

50
51
53
54
55
56
57
58

Bagi Hasil| Pendapatan Lai nnya XXX

Junml ah Arus Kel uar Kas

(20 s/d 29)

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Qperasi (18 - 30)
Arus Kas dari Aktivitas
I nvest asi Aset Non keuangan
Arus Masuk Kas
Pendapat an Penj ual an at as
Tanah
Pendapat an Penj ual an at as
Per al at an dan Mesin
Pendapat an Penj ual an at as
Gedung dan Bangunan
Pendapat an Penj ual an at as
Jal an, Irigasi dan Jaringan
Pendapat an dari Penj ual an
Aset Tetap
Pendapat an dari Penj ual an
Aset Lai nnya

Jum ah Arus Masuk Kas

(34 s/d 39)

Arus Kel uar Kas

Bel anj a Tanah

Bel anj a Peral at an dan Mesin
Bel anj a Gedung dan Bangunan
Bel anja Jal an, Irigasi dan
Jari ngan

Bel anj a Aset Tetap Lai nnya
Bel anj a Aset Lai nnya

Junl ah Arus Kel uar Kas
(42 s/d 47)

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas | nvestasi Aset
Non keuangan (40 -48)

Arus Kas dari Aktivitas

Penbi ayaan

Arus Masuk Kas

Pencai ran Dana Cadangan
Hasi | Penj ual an Kekayaan
Daer ah yang Di pi sahkan

Pi nj aman Dal am Negeri -
Pemeri nt ah Pusat

Pi nj aman Dal am Negeri -
Peneri ntah Daerah Lai nnya
Pi nj aman Dal am Negeri -
Lenbaga Keuangan Bank

Pi nj anman Dal am Negeri -
Lenbaga Keuangan Bukan Bank
Pi nj anman Dal am Negeri -
ol 1 gasi




59
60
61
62

68

69

70

71
72
73
74
75
76

77

78

79

81

82
83

Pi nj aman Dal am Negeri -

Lai nnya

Peneri maan Kenbal i Pi nj aman
kepada Perusahaan Negara
Peneri maan Kenbal i Pi nj aman
kepada Perusahaan Daer ah
Peneri maan Kenbal i Pi nj aman
kepada Peneri ntah Daerah

Lai nnya
Junml ah Arus Masuk Kas
(52 s/d 62)

Arus Kel uar Kas

Penbent ukan Dana Cadangan
Penyertaan Mbdal Penerintah
Daer ah

Penbayar an Pokok Pi nj aman

Dal am Negeri - Pemerint ah
Pusat

Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Pemerint ah

Daer ah Lai nnya
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Lenbaga
Keuangan Bank
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Lenbaga
Keuangan Bukan Bank
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - bli gasi
Penbayar an Pokok Pi nj aman
Dal am Negeri - Lai nnya
Penberi an Pi nj aman kepada
Per usahaan Negar a
Penberi an Pi nj aman kepada
Per usahaan Daer ah
Penberi an Pi nj aman kepada
Peneri ntah Daerah Lai nnya
Jum ah Arus Kel uar Kas
(65 s/d 75)

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Penbi ayaan
(63 - 76)

Arus Kas dari Aktivitas

Non anggar an

Arus Masuk Kas

Peneri maan Per hi t ungan
Fi hak Keti ga (PFK)

Jum ah Arus Masuk Kas (80) XXX

Arus Kel uar Kas

Pengel uar an Per hi t ungan
Fi hak Keti ga (PFK)




84 Junl ah Arus Kel uar Kas
(83) XXX XXX

85 Arus Kas Bersih dari
Akt i vitas Nonanggar an

(81 - 84) XXX XXX
86 Kenai kan/ Penur unan Kas XXX XXX
87 Sal do Awal Kas di BUD XXX XXX
88 Sal do Akhir Kas di BUD

(86+87) XXX XXX
89 Sal do Akhir Kas di Bendahara

Pengel uar an XXX XXX
90 Sal do Akhir Kas di Bendahara

Pener i naan XXX XXX

LAVPI RAN | -D

PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 8 TAHUN 2006
TANGGAL 3 APRI L 2006

CATATAN ATAS LAPCRAN KEUANGAN

Cat at an at as Lapor an Keuangan bert uj uan unt uk
mengi nf or masi kan  pengungkapan yang diperlukan atas | aporan
keuangan. Sistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan
adal ah sebagai beri kut:

l. Kebi j akan fi skal / keuangan, ekonom makro, pencapai an target

Undang- Undang APBN Per da APBD

Kebi j akan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan adal ah kebi j akan- kebij akan penerintah dal am
peni ngkat an pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan
sunber atau penggunaan penbi ayaan. M sal nya penj abaran
rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBN APBD
sasar an, program dan prioritas anggar an, kebi j akan
i ntensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengenbangan pasar
surat utang negara.

Kondi si ekonom makro yang pelu diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan adal ah asunsi-asunsi indi kator ekonom
makro vyang di gunakan dalam penyusunan APBN APBD beri kut
ti ngkat capai annya. |Indikator ekonom mnekro tersebut antara
lain Produk Donestik Bruto/Produk Donmestik Regional Bruto,
pertunbuhan ekonom, tingkat inflasi, nilai tukar, harga
m nyak, tingkat suku bunga dan neraca penbayaran

1. 1khtisar pencapai an ki nerja keuangan.
| khtisar penbahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas
Lapor an Keuangan har us:
a. Mengur ai kan strategi dan sunber daya yang digunakan
unt uk nencapai tujuan.
b. Menberi kan ganbaran yang jelas atas realisasi dan



Kebi |
Kebi ]

rencana ki nerja keuangan dal am satu entitas pel aporan.
Mengur ai kan prosedur yang telah disusun dan dijal ankan
ol en manaj enen untuk dapat nmenberikan keyaki nan yang
beral asan bahwa i nformasi kinerja keuangan vyang
di | apor kan adal ah rel evan dan andal .

akan Akunt ansi

akan akunt ansi nenuat:

Entitas pel aporan.

Entitas akuntansi yang mnendasari penyusunan | aporan
keuangan.

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan
| apor an keuangan.

Kesesuai an kebi j akan- kebi j akan akunt ansi yang
di t erapkan dengan ketentuan-ketentuan eryataan Standar
Akunt ansi Peneri ntahan ol eh suatu entitas pel aporan.
Setiap Kkebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan
unt uk nemaham | aporan keuangan

Penj el asan atas perkiraan Laporan Real i sasi Anggaran, Neraca,
dan Laporan Arus Kas

A

Laporan Real i sasi Anggar an
1. Pendapat an

- Penj el asan (dengan nenyebut nilai nom nal dan
prosentase) atas selisih |ebih/kurang antara
real i sasi dengan anggar an pendapat an.

- Penj el asan (dengan nenyebut nilai nom nal dan
prosentase) atas selisih antara pendapatan
periode ini dengan pendapatan periode yang
[ al u.

- Penj el asan at as masi ng- masi ng jenis
pendapat an.

2. Bel anj a

- Penj el asan (dengan nenyebut nilai nom nal dan
prosentase) atas selisih |ebih/kurang antara
real i sasi dengan anggaran bel anj a.

- Penj el asan (dengan nenyebut nilai nom nal dan
prosent ase) atas selisih antara belanja
periode ini dengan bel anja periode yang |al u.
Penj el asan atas nasi ng-nasi ng jeni s bel anj a.

3. Transfer

- Penj el asan (dengan nenyebut nilai nom nal dan
prosentase) atas selisih |ebih/kurang antara
real i sasi dengan anggaran transfer.

- Penj el asan (dengan nenyebut nilai nom nal dan
prosentase) atas selisih antara transfer
periode ini dengan transfer periode yang
[ al u.

Penj el asan atas masing-masi ng jenis transfer.
4. Penblayaan

Penj el asan (dengan nenyebut nilai nom nal dan

prosentase) atas selisih |ebih/kurang antara

real i sasi dengan anggaran penbi ayaan.



- Penj el asan (dengan nenyebut nilai nom nal dan
prosentase) atas selisih antara penbiayaan
periode ini dengan penbiayaan periode yang

[ al u.
- Penj el asan at as masi ng- masi ng jenis
penbi ayaan.

Ner aca
Pengungkapan per ki raan- per ki raan neraca:
1.

Aset Lancar
Menj el askan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada

pos aset | ancar, seperti Kas di Bendahar a
Pengel uaran, Kas di Bendahara Penerinaan, dan
Pi ut ang.

| nvest asi Jangka Panj ang
Menj el askan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada
pos investasi jangka panjang, seperti Penyertaan

Modal Penerintah, Investasi dalam Obligasi, dan
Pi nj aman kepada Perusahaan Daer ah

Aset Tet ap

Untuk seluruh perkiraan yang ada dalam kel onpok
aset tetap, di ungkapkan dasar penbukuannya.
Di ungkapkan pul a (apabil a ada) per bedaan

pencatatan perolehan aset tetap yang terjadi
antara unit keuangan dengan unit yang nengel ol a/
mencatat aset tetap. Daftar aset tetap juga
di sertakan sebagai | anpiran | aporan keuangan.

Aset Lai nnya

Menj el askan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada
pos aset | ai nnya, seperti Tagi han  Penj ual an
Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemtraan
dengan Fi hak Keti ga.

Kewaj i ban Jangka Pendek

Menj el askan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada
pos Kewajiban Jangka Pendek, seperti Uang Mika
dari Kas Umum Negara (KUN), Pendapatan yang
D t angguhkan, Bagi an Lancar Utang Jangka Panjang,
dan Ut ang Bunga.

Kewaj i ban Jangka Panj ang

Menj el askan perkiraan- perkiraan yang terdapat pada
pos Kewaji ban Jangka Panjang, seperti Utang Dal am
Neger i ol i gasi Uang Dalam Negeri Sekt or
Per bankan, dan Utang Luar Negeri .

Ekui t as Dana Lancar

Menj el askan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada
pos Ekuitas Dana Lancar, seperti Cadangan Pi utang
dan Cadangan Per sedi aan.

Ekui t as Dana | nvest asi

Menj el askan perkiraan-perkiraan yang terdapat pada
pos Ekuitas Dana Investasi, seperti Diinvestasikan
dal am | nvestasi Jangka Panjang dan Diinvestasi kan
dal am Aset Tet ap.

Laporan Arus Kas



1. Arus Kas dari Aktivitas Qperasi
Menj el askan arus masuk kas dan arus keluar kas
dari aktivitas operasi, seperti Pendapatan Pajak
dan Bel anj a Pegawai .

2. Arus Kas dari Aktivitas |nvestasi Aset  Non
keuangan
Menj el askan arus masuk kas dan arus keluar kas
dari aktivitas investasi aset nonkeuangan, seperti
Pendapat an Penj ual an Aset dan Bel anja Aset.

3. Arus Kas dari Aktivitas Penbi ayaan
Menj el askan arus masuk kas dan arus keluar kas
dari aktivitas penbiayaan, seperti Peneri maan
Pi nj aman dan Penbayar an Pokok Pi nj aman.

4. Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran
Menj el askan arus masuk kas dan arus keluar kas
dari aktivitas non anggaran, seperti Penerinaan
Per hi t ungan Fi hak Keti ga dan Pengel uar an
Per hi t ungan Fi hak Keti ga.

V. Pengungkapan- pengungkapan | ai nnya

Berisi hal-hal yang nenpengaruhi |aporan keuangan, antara

I ai n:

a. Penggant i an manaj emen peneri nt ahan sel ama t ahun
berj al an.

b. Kesal ahan manaj enen terdahulu yang tel ah di koreksi ol eh
manaj enen baru

C. Kontijensi, yaitu suatu kondisi atau situasi yang bel um

mem | i ki kepastian pada tanggal neraca. Msalnya, jika
ada tuntutan hukum yang substansial dan hasil akhirnya

bi sa diperkirakan. Kontijensi ini harus diungkapkan
dal am cat at an at as ner aca.

d. Kom tnmen, vyaitu bentuk perjanjian dengan pihak ketiga
yang harus diungkapkan dalam catatan atas | aporan
keuangan.

Penggabungan at au penekaran entitas tahun berj al an.

Kej adi an yang nenpunyai danpak sosial, msalnya adanya
penobgokan yang harus ditanggul angi penerintah

g. Kej adian penting setelah tanggal neraca (subsequent
event) yang berpengaruh secara signifikan terhadap
per ki raan yang di saji kan dal am ner aca.

0

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
DR H. SUSI LO BAVBANG YUDHOYONO

LAMPI RAN LI HAT FI SIK (8 Hal anan)

LAVMPI RAN I'I - A
PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 8 TAHUN 2006



TANGGAL 3 APRI L 2006

PERTUNJUK PENG SI AN FORMULI R LAMPI RAN | 1]

Formulir 1.1

No. Header / Kol om Urai an |sian
1. Header :
- Kenenterian Diisi dengan nama dan kode
Negar a/ Lenbaga kenent eri an negar al/ | enbaga;
- Unit Organi sasi Diisi dengan nama dan kode wunit
or gani sasi ;
- Satuan Kerja Diisi dengan nama dan kode satuan
kerj a;
- Fungsi Diisi dengan nama dan kode fungsi;
- Sub Fungsi Diisi dengan nama dan kode sub
fungsi;
- Program Diisi dengan nama dan kode program
- Hasi| Program Diisi dengan hasil program vyaitu uraian
t ent ang hasi | (out cone) yang
menj adi sasar an program
- Lokasi Diisi dengan nama dan kode | okasi
(ter masuk kode provi nsi dan
kabupat en/ kot a) .
2. Kol om 1 Diisi dengan kode kegi atan di maksud
3. Kol om 2 Diisi dengan nama kegi atan dan

i ndi kat or ki nerj anya.

a. Kegi at an adal ah sekunpul an
ti ndakan pengerahan sunberdaya
baik yang berupa personi
(sunber daya manusia), barang
nodal termasuk peralatan dan

t eknol ogi , dana, at au
konmbi nasi dari beberapa atau
kesenua jenis sunber daya
t er sebut sebagai masukan
(i nput) unt uk nmenghasi | kan

kel uaran (output) dal am bentuk
bar ang/ j asa.
Cont oh Nana Kegi at an:
- Penbangunan Jal an
- Penbi naan Akunt ansi Keuangan
Negar a

b. | ndi kat or Ki nerj a adal ah
sesuatu yang akan dihasil kan
dari suatu kegiatan berupa



barang atau j asa.

Cont oh I ndi kator Kinerj a:
- Panj ang Jal an

- Frekuensi Penbi naan

4. Kol om 3

Diisi dengan j um ah anggar an
pengel uar an/ bel anj a yang
di al okasi kan untuk  nasi ng- nmasi ng
kegi at an

5. Kol om 4

Diisi dengan jum ah real i sasi
pengel uaran/ bel anja dari masi ng-
masi ng kegi at an.

6. Kol om 5

Disi dengan jum ah atau kuantitas
kel uaran yang direncanakan (sasaran
kel uaran) oleh Satuan Kerja untuk
masi ng- masi ng i ndi kat or ki nerj a.

7. Kol om 6

Disi dengan jum ah atau kuantitas
kel uaran yang telah dicapai oleh
Satuan Kerja untuk nasing-nmasing
i ndi kat or ki nerj a.

8. Kol om 7

Diisi dengan satuan keluaran yang
akan di gunakan untuk nenilai atau
mengukur barang atau jasa yang
di hasi | kan.
Cont oh Sat uan Kel uar an
- Orang (yang dil ayani)
- Km (j al an yang yang di bangun)
- Buah (Surat ijin yang

di t er bi t kan)

9. Kol om 8

Diisi

dengan ket erangan yang di per | ukan.

Formulir 2.1

No. Header / Kol om

Uraian |sian

1. Header :
- Kenenterian
Negar a/ Lenbaga
- Unit Organi sasi

- Fungsi
- Sub Fungsi

Diisi dengan nama dan kode
kenent eri an negar a/ | enbaga;

Diisi dengan nama dan kode wunit
or gani sasi ;

Diisi dengan nama dan kode fungsi;
Diisi dengan nama dan kode sub
fungsi;

2. Kol om 1

Diisi dengan kode program dan



kegi at an di maksud

3.

Kol om 2

Diisi dengan nama program Kkegi atan

dan i ndi kat or ki nerj anya.

a. Pr ogram adal ah penj abar an
kebi j akan kenenterian negara/
| enbaga dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau beberapa
kegi atan dengan nenggunakan
sunber daya yang di sedi akan
untuk  nencapai hasi | yang
terukur sesuai dengan m si
kenent eri an negar a/ | enbaga.

b. Kegi at an adal ah sekunpul an
ti ndakan pengerahan sunberdaya
baik yang berupa personi
(sunmber daya manusia), barang
nodal termasuk peralatan dan
t eknol ogi , dana, at au
konmbi nasi dari beberapa atau
kesenua jenis sunber daya
t er sebut sebagai masukan
(i nput) unt uk nmenghasi | kan
kel uaran (output) dal am bentuk
bar ang/ j asa.

Cont oh Nanma Kegi at an:

- Penbangunan Jal an

- Penbi naan Akunt ansi Keuangan
Negar a

C. | ndi kat or Ki nerj a adal ah
sesuatu yang akan dihasil kan
dari suatu kegiatan Dberupa
barang atau jasa.

Cont oh I ndi kator Kinerj a:
- Panj ang Jal an
- Frekuensi Penbi naan

Kol om 3

Diisi dengan j um ah anggar an
pengel uar an/ bel anj a yang
di al okasi kan untuk  masi ng- nmasi ng
program dan kegi at annya.

Kol om 4

Diisi dengan jum ah real i sasi
pengel uaran/ bel anja dari pr ogram
dan masi ng- masi ng kegi at annya.

Kol om 5

Diisi dengan hasil dari program dan
jum ah atau kuantitas kel uaran yang
di r encanakan (sasaran kel uar an)
ol eh unit organisasi untuk nmasing-
masi ng i ndi kat or ki nerj a.

Kol om 6

Diisi dengan hasil dari program dan
jum ah atau kuantitas kel uaran yang



telah dicapai oleh unit organi sasi

unt uk masi ng- nasi ng i ndi kat or
ki nerj a.

8. Kol om 7 Diisi dengan satuan keluaran yang
akan di gunakan untuk nenilai atau
mengukur barang atau jasa yang
di hasi | kan.

Cont oh Sat uan Kel uar an
- Orang (yang dil ayani)
- Km (j al an yang yang di bangun)
- Buah (Surat ijin yang
di t er bi t kan)
9. Kol om 8 Diisi dengan ket er angan yang

di per| ukan.

Formulir 3.1

No. Header / Kol om Urai an |sian
1. Header :
- Kenenterian Diisi dengan nama dan kode
Negar a/ Lenbaga kenent eri an negar al/ | enbaga;
- Fungsi Diisi dengan nama dan kode fungsi;
- Sub Fungsi Diisi dengan nama dan kode sub
fungsi;
2. Kol om 1 Diisi dengan Kode program dan
kegi at an di naksud
3. Kol om 2 Diisi dengan nama program kegi atan

dan i ndi kat or ki nerj anya.

a. Pr ogr am adal ah penj abar an
kebi j akan kenenterian negaral
| enbaga dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau beberapa
kegi atan dengan nenggunakan
sunber daya yang di sedi akan
untuk  nencapai hasi | yang
terukur  sesuai dengan m si
kenent eri an negar al/ | enbaga.

b. Kegi at an adal ah sekunpul an
ti ndakan pengerahan sunberdaya
baik yang berupa personi
(sunmber daya manusia), barang
nodal termasuk peralatan dan

t eknol ogi , dana, at au
konmbi nasi dari beberapa atau
kesenua jenis sunber daya
t er sebut sebagai masukan

(i nput) unt uk nmenghasi | kan



kel uaran (output) dal am bentuk
bar ang/ j asa.

Cont oh Nanma Kegi at an:

- Penbangunan Jal an

- Penbi naan Akunt ansi Keuangan

Negar a
C. | ndi kat or Ki nerja adal ah
sesuatu yang akan dihasil kan
dari suatu kegiatan berupa

barang atau j asa.

Cont oh I ndi kator Kinerj a:
- Panj ang Jal an

- Frekuensi Penbi naan

4. Kol om 3 Diisi dengan j um ah anggar an
pengel uar an/ bel anj a yang
di al okasi kan untuk  nmasi ng- nasi ng
program dan kegi at annya.

5. Kol om 4 Diisi dengan jum ah real i sasi
pengel uaran/ bel anja dari program
dan masi ng- masi ng kegi at annya.

6. Kol om 5 Diisi dengan hasil dari program dan
jum ah atau kuantitas kel uaran yang
di r encanakan (sasaran kel uar an)
ol eh unit organisasi untuk masing-
masi ng i ndi kat or ki nerj a.

7. Kol om 6 Diisi dengan hasil dari program dan
jum ah atau kuantitas kel uaran yang
telah dicapai oleh unit organi sasi

unt uk masi ng- nasi ng i ndi kat or
ki nerj a.
8. Kol om 7 Diisi dengan satuan keluaran yang

akan di gunakan untuk nenilai atau
mengukur barang atau jasa yang
di hasi | kan.
Cont oh Sat uan Kel uar an
- Orang (yang dil ayani)
- Km (jal an yang yang di bangun)
- Buah (Surat ijin yang
di t er bi t kan)

9. Kol om 8 Diisi dengan ket er angan yang
di per | ukan.

Formulir 1.2

No. Header / Kol om Urai an | sian




Header :
- Satuan Kerja
Per angkat Daer ah
- Fungsi
- Sub Fungsi

D i si dengan nama dan kode satuan
kerj a perangkat daerah;

Diisi dengan nama dan kode fungsi;
Diisi dengan nama dan kode sub
fungsi ;

Kol om 1

Diisi dengan Kode program dan
kegi at an di mnaksud

Kol om 2

Diisi dengan nama program kegi atan

dan i ndi kat or ki nerj anya.

a. Pr ogram adal ah penj abar an
kebi j akan kenent eri an
negaral/ |l enbaga dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau
beber apa kegi at an dengan
menggunakan  sunberdaya yang
di sedi akan unt uk nencapa
hasi | yang terukur sesua
dengan m si kenent eri an
negar a/ | enbaga.

b. Kegi at an adal ah sekunpul an
ti ndakan pengerahan sunberdaya
baik yang berupa personi
(sunber daya manusia), barang
nodal termasuk peralatan dan
t eknol ogi , dana, at au
konmbi nasi dari beberapa atau
kesenua jenis sunber daya
t er sebut sebagai masukan
(i nput) unt uk nmenghasi | kan
kel uaran (output) dal am bentuk
bar ang/ j asa.

Cont oh Nama Kegi at an:

- Penbangunan Jal an

- Penyel enggar aan Kegi at an Dan
Usaha Pendi di kan Prasekol ah
Dan Sekol ah Dasar

C. | ndi kat or Ki nerja adal ah
sesuatu yang akan dihasil kan
dari suatu kegiatan berupa
barang atau j asa.

Cont oh I ndi kator Kinerj a:
- Panj ang Jal an
- Lul usan Sekol ah Dasar

4.

Kol om 3

Diisi dengan j um ah anggar an
pengel uar an/ bel anj a yang
di al okasi kan untuk  nmasi ng- nmasi ng
program dan kegi at annya.

5.

Kol om 4

Diisi dengan jum ah real i sasi
pengel uaran/ bel anja dari pr ogram



dan masi ng- masi ng kegi at annya.

6. Kol om 5

Diisi dengan hasil dari program dan
jum ah atau kuantitas kel uaran yang
di r encanakan (sasaran kel uar an)
ol eh unit organisasi untuk nmasing-
masi ng i ndi kat or ki nerj a.

7. Kol om 6

Diisi dengan hasil dari program dan
jum ah atau kuantitas kel uaran yang
telah dicapai oleh unit organi sasi
unt uk masi ng- nasi ng i ndi kat or
ki nerj a.

8. Kol om 7

Diisi dengan satuan keluaran yang
akan di gunakan untuk nenilai atau
mengukur barang atau jasa yang
di hasi | kan.
Cont oh Sat uan Kel uar an
- Orang (anak didi k yang tel ah

| ul us sekol ah)
- Km (j al an yang yang di per bai ki)
- Buah (Surat ijin yang

di t er bi t kan)

9. Kol om 8

Diisi dengan ket er angan yang
di per | ukan, seperti Dana
Dekonsentrasi / Tugas Penbant uan.

LAMPI RAN LI HAT FISIK (1 Hal aman)

Formulir 2.2

No. Header / Kol om Urai an |sian

1. Kol om 1 Diisi dengan kode fungsi, sub
fungsi, pr ogram dan kegi at an
di maksud

2. Kol om 2 Diisi dengan nama fungsi, sub
fungsi, program kegi at an dan
i ndi kat or ki nerj anya.

3. Kol om 3 Diisi dengan j um ah anggar an
pengel uar an/ bel anj a yang

di al okasi kan untuk  nmasi ng- nmasi ng
program dan kegi at annya.

4. Kol om 4

Diisi dengan jum ah real i sasi
pengel uaran/ bel anja dari program



dan masi ng- masi ng kegi at annya.

5. Kol om 5

Diisi

dengan hasil| dari program dan

jum ah atau kuantitas kel uaran yang
di r encanakan (sasaran kel uar an)
ol eh unit organisasi untuk masing-
masi ng i ndi kat or ki nerj a.

6. Kol om 6

Diisi dengan hasil dari program dan

jum ah atau kuantitas kel uaran yang
telah dicapai oleh unit organi sasi

unt uk masi ng- nasi ng i ndi kat or
ki nerj a.

7. Kol om 7 Diisi dengan satuan keluaran yang
akan di gunakan untuk nenilai atau
mengukur barang atau jasa yang

di hasi | kan.
Cont oh Sat uan Kel uar an
- Orang (anak didik yang tel ah

| ul us sekol ah)

- Km (j al an yang yang di per bai ki)

Buah (Surat ijin yang
di t er bi t kan)

8. Kol om 8

Diisi dengan ket er angan yang

di per | ukan.

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.

DR H. SUSI LO BAVBANG YUDHOYONO

LAMPI RAN LI HAT FI SIK (4 Hal anan)

Bi dang i ndustri

yang di maksud terdiri dari

Bi dang
Bi dang
Bi dang
Bi dang
Bi dang
Bi dang
Bi dang
Bi dang
Bi dang

LCoNokwNE

10. Bi dang Pel abuhan 29.

Per bankan

Asur ansi

Penbi ayaan 22.
Konst r uksi 23.

Konsul t an Konst r uksi 24.
Penunj ang Konst ruksi 25.

Jasa Penil a
Jasa Lai nnya
Rumah Saki t

20. Bi dang Usaha Pener bangan
21. Bidang Dok Dan Perkapal an
Bi dang Per kebunan
Bi dang Pert ani an
Bi dang Peri kanan
Bi dang Pupuk
26. Bi dang Kehut anan
27. Bidang Kertas
28. Bi dang Percet akan Dan
Pener bi t an
Bi dang Pert anbangan



11. Bidang Pel ayaran

12. Bi dang Kebandar udar aan
13. Bi dang Angkut an Dar at
14. Bidang Logistik

15. Bi dang Perdagangan

16. Bi dang Penger ukan

17. Bi dang Far nasi

18. Bidang Pariw sata

19. Bi dang Kawasan | ndustri

30. Bi dang Energi

31. Bidang Industri Berbasis
Teknol ogi
32. Bidang Baj a Dan Konst r uksi
Baj a
33. Bi dang Tel ekonuni kasi
34. Bidang Industri Pertahanan
35. Bi dang Senen
36. Bidang Industri Sandang
37. Bidang Aneka Industri
Masi ng- masing bidang industri
di urai kan Perusahaan Negara/
Daer ah yang ada di dal ammya
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MENTERI / PI MPI NAN LEMBAGA
GUBERNUR/ BUPATI / WALI KOTA/ KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Per nyat aan Tanggung Jawab

Kenent eri an
Daer ah

Laporan Keuangan
Sat uan Kerja Perangkat

Negar a/ Lenbaga/ Peneri nt ah Daer ah/
Tahun Anggar an sebagai mana

terl anpir adal ah nmerupakan tanggung jawab kam .

Laporan Keuangan tersebut
pengendal i an
I nf or masi

sesuai dengan Standar Akunt ansi

t el ah
intern yang nenadai,
pel aksanaan anggaran dan posis

di susun berdasarkan sistem
dan isinya telah nenyajikan
keuangan secara | ayak
Peneri nt ahan.

Ment er i/ Pi npi nan Lenbaga/
Quber nur/Bupati Wl i kot a/
Kepal a Sat uan Kerja Perangkat
Daer ah



LAMPI RAN VI - B

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MENTERI / PI MPI NAN LEMBAGA
GUBERNUR/ BUPATI / WALI KOTA ATAS PENGGUNAAN ANGGARAN
PEMBI AYAAN DAN PERHI TUNGAN

Per nyat aan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan atas penggunaan anggaran Penbi ayaan dan
Per hi tungan Tahun Anggaran ... sebagaimana terlanpir adal ah

mer upakan tanggung jawab kam .

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang nenadai, dan isinya telah nenyajikan
i nformasi pel aksanaan anggaran dan posisi keuangan secara |ayak
sesuai dengan Standar Akuntansi Penerintahan

Ment er i/ Pi npi nan Lenbaga/
Quber nur/Bupati/Walikota ..... ,




